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RYATARENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan kemuliaan hanya milik Allah SWT. Dialah Dzat yang menggenggam seluruh
ilmu dan hikmah. Buku yang tersaji di hadapan anda ini dapat terwujud adalah karena ridho-
Nya semata.

Asuransi, saat ini dapat dikatakan bukan merupakan suatu asing, kita dapat menemukan
banyak sekali Perusahaan-Perusahaan yang menawarkan jasa asuransi, bahkan untuk menarik
minat konsumen, banyak sekali iming-iming yang ditawarkan, mulai dari tabungan sampai
keuntungan dengan investasi. Selain itu banyak punya cara yang dilakukan, mulai dengan
memakai jasa pialang, bermitra dengan lembaga keuangan lainnya, sampai dengan memakai
cara Multi Level Marketing.

Macam Asuransi juga mengalami perkembangan yang pesat, hingga banyak diketemukan
macam asuransi yang tidak terdapat dalam KUHD. Pergantian aturan perundang-undangan
juga memacu kami untuk membuat Buku Asuransi ini, sangat disayangkan banyak buku yang
masih memakai Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian, padahal telah ada
Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, yang mana diantara dua undang-undang tersebut
terdapat perbedaan yang tidak sedikit. Selain itu terdapat perubahan dalam Jaminan
Kesehatan Nasional.

Untuk itu kami mengharap buku ini dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa, pada
khususnya dan masyrakat pada umumnya mengetahui pengaturan Hukum Asuransi dan kritik

dan saran kami harapkan guna dapat mewujudkan karya yang lebih baik di masa mendatang.

Surabaya, Maret 2016
Wassalammu’alaikum Warahmutullahi Wabarakatuh

Hormat kami,

Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.Hum.
Fries Melia Salviana, S.H., M.H.
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BAB |
PENDAHULUAN

Manusia di dalam hidupnya selalu menginginkan seyang dilakukannya berjalan
dengan lancar, baik itu usaha, perjalanan, petatidanak-anaknya, ataupun kesehatan.
Akan tetapi tidak semua dari apa yang direncanakdadu menjadi kenyataan. Terkadang,
ada peristiwa-periswa yang tidak dapat dihindaehaianusia, contohnya adalah bencana
alam. Kemungkinan menderita kerugian itulah yasgllit dengan risiko

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh manusiariatke yang tidak pasti tersebut.
Cara yang pertama adalah dengan cara menghind#o rdengan mengusahakan supaya
kehilangan atau kerugian itu tidak terfadiang kedua adalah menghadapi resiko agar risiko
yang terjadi tidak semakin besar. Dan yang ketagadn mengalihkan resiko kepada orang
lain, hal inilah yang disebut perjanjian pengalinasiko atau asuransi.

Man S. Sastrawidjaja dan Endang mengatakan babdasya kegunaan positif dari
asuransi membuat perlu adanya perkembangan asu@&etingga asuransi yang semula
hanya asuransi yang terdapat di dalam Kitab Undamipng Hukum Dagang (KUHD), saat
ini sudah mengalami perkembangan, baik hal tersei®rupakan asuransi sosial ataupun
asuransi komersial

Perkembangan dunia dagang yang maju dandinmgesaingan dari Perusahaan yang
bergerak di bidang Asuransi juga turut mengubalgguasuransi yang semula hanya untuk
pengalihan resiko, sekarang bertambah menjadi fungsstasi, yang mana untuk hal yang
terakhir tidak masing belum mendapat perlindungdtum dengan baik.

Sebagai suatu perjanjian, kegiatan usaha perasanadiataur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang HukRagang (Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang), meskipun ada beberapa asuransitigdiatur di dalam KUHD, seperti
Asuransi Kendaraan Bermotor dan Asuransi KredittaSelndang-Undang No. 40 Tahun
2014 sebagai aturan perundang-undangan Perasurgasig baru.

Pembuatan buku ini dilandasi oleh masih sedikikubtentang asuransi yang sesuai

dengan perkembangan jaman. Aturan perundang-undasgeiansi yang baru, yaitu UU no

'Man S. Sastrawidjaja. 1997. Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Edisi ke 1, Cetakan 1.
Jakarta : Alumni. h. 1-2.

2Emmy Pangaribuan Simanjutak. 1980. Hukum Pertanggungan dan Perkembangan, Badan Pembinaan
Hukum Nasional, Departemen Kehakiman. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas HUkum Universitas
Gajah Mada. h. 4-5.

*Man S. Sastrawidjaja dan Endang. 1997. Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi
Deposito Usaha Perasuransian, Edisi ke 2, Cetakan ke 1. Jakarta : Alumni. 1



40 Tahun 2014 juga jarang dikenal, sehingga tangirmasih banyak masyarakat yang
menyebutkan Undang-Undang asuransi yang lama Sebagar hukum Perasuransian,
padahal perbedaan diantara keduanya sangat j&kls se

Buku ini membahas mengenai perasuransian dan fpeagaterkait dengan sejarah,
pengertian, dan tujuan, usaha dan perusahaan perasun, perjanjian asuransi, risiko,
evenemen, ganti kerugian, asuransi rangkap danureges, macam-macam asuransi,
sehingga diharapkan akan dapat membantu mahagareaakademisi, serta praktisi untuk
memahami mengenai hukum asuransi sehingga dapakukah penyelesaian sengketa di

lapangan.



BAB ||
PERASURANSIAN DAN
PENGATURANNYA

A. PERKEMBANGAN ASURANS
1. Sebelum Masehi

Periode sebelum masehi, terdapat mokunitas sosi@md bentuk tolong
menolong. Jika suatu rumah kebakaran, maka tetasgg#ar wajib membantu
membangun kembali rumah yang rusak. Apabila sesgotidak mau membantu,
maka ia tidak akan dibantu tetangganya jika dikearudhari ia mendapat musibah
kebakaran.

Pengangkutan dengan menggunakan kapal banyak khlakisehingga
asuransi terkait dengan pengangkutan lewat layuga banyak terjadi, diantaranya
adanya asuransi cargo ketika banyak pedagang mgr@girim tepung dengan
menggunakan kapal yang menyusuri aliran sungaibigaatu kali kirim akam
mendapatkan resiko merupa satu musibah yang akdb&tnjadi kerugian yang besar
atau total loss. Asuransi kredit diilhami oleh Kode Hammurabi (218ebelum
masehi) di Babilonia Irak pada tahun 1750 Sebelu@sani. Pedagang akan
membayar sejumlah uang kepada pemilik modal sebetuyeneka melakukan
perjalanan.Dengan konsekuensi jika barang terjadorppakan dalam perjalanan,
maka pedagang tidak perlu mengganti kerugian kepedalik modal.cargo muncul
manakala di tahun 3000 sebelum masehi.

Pada zaman kebesaran Yunani di bawah kekuasaarandex The Great
(356-323 BC), seorang pembantunya yang bernamam&ngs mengumumkan
kepada para pemilik budah untuk mendaftarkan bibdalaknya dan membayar uang
setiap tahun kepada Antimenes. Sebagai imbalarpgtaila budak tersebut melarikan
diri, maka Antimenes akan menangkapnya sedangkahilapbudak tersebut tidak
tertangkap, maka Antimenes akan membayar sejunala@p sebagai gantinya.

Pada zaman Romawi dikenal perkumpulan yang bermahegium cultorum
et Dianae et Antinoi dancollegium lambaesis. PadaCollegium cultorum et Dianae et
Antinoi dengan imbalan uang pangkal dan iuran bulananpgserta, perkumpulan
memberikan pembayaran kepada ahli waris dan biaygyburan apabila peserta

meninggal dunia. Pada perkumpulzohlegium lambaesis, dengan pembayranan uang
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2.

pangkal dan iuran bulanan, perkumpulan akan mek#ernmanfaat berupa uang
untuk membiayai pesta perayaan kenaikan pangkatmdalinas ketentaraan dan
pemindahan ke tempat tugas yang baru di sampindggman kepada ahli waris
apabila ada anggota yang meninggal dunia.

Abad Pertengahan

Di Inggris sekelompok orang yang mempunyafgsi sejenis membentuk
satu perkumpulan yang disebut glide. Perkumpulan niengurus kepentingan
anggota-anggotanya dengan janji apabila ada anggotg kebakaran rumah, glide
akan memberikan sejumlah uang yang diambil daradgide yang terkumpul dari
anggota-anggota. Perjanjian ini dilakukan pada aked9 dan mirip Asuransi
Kebakaran.

Bentuk perjanjian seperti ini lebih lanjut berkeang di Denmark, Jerman,
dan negara-negara Eropa lainnya sampai dengankabad. Pada abad ke 13 dan
abad ke 14 perdagangan melalui laut mulai berkempasat. Selain itu ada budaya
dari setiap pedagang bangsa Phoenic (di laut nadigg dengan menggunakan 2
cara yaitu :

1. Setiap pedagang menyisihkan sebagaian dari gandung mereka kirim, lalu
disimpan disuatu tempat di bawah pengawasan khusus;

2. Adanya gandum cadangan, hal ini akan digunakangselganti rugi kepada
peserta yang kehilangan seluruh muatan gandumnya.

Pada masa ini akan memunculkan konsep awal asulanskonsep perdagangan

internasional sebagai dasar terbentuknya asuransi.

Sesudah Abad Pertengahan

Tahun 1347 di Genoa ltalia pertama kali lepngisuransi laut mérine
insurance) dalam bentuk tertulis. Tahun 1380 di Portugadapat ketentuan yang
mewajibkan setiap pemilik kapal membeli asurahahun 1583 di Inggris pertama
kali lahir asuransi jiwa untuk tertanggung Willias@gbbons. Tahun 1609 di Jerman
terdapat usulan dari parlemen untuk membuat adukamkaran. Tanggal 2 sampai
dengan 6 September 1666 di London dimuncutkargreat fire of London ke suatu

web-site berupawww.london-fire.gov.uk Tahun 1667 di Inggris Nicholas Barbon

mendirikan perusahaan asuransi kebakaran perthnunia. Tahun 1694 terdapat
konsep asuransi kesehatan yang pertama kali muncul.
Asuransi Laut dan Asuransi kebakaran mengalamiepeliangan yang sangat

pesat pada abad 17, diantaranya adalah Tahun li7Bénerika Serikat Sinode
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Presbiterian mempopulerkan asuransi jiwa di kotdaB&lphia dan kota New York.
Tahun 1850 Di Inggris Dan di Amerika Serikat ada ¢herusahaan asuransi yaitu
The Railway Passengers Insurance Company dan The Franklin Health Insurance
Company of Massachusetts telah melakukan penjualan produk asuransi kecetakaa
akibat tertabrak kereta api dan kapal uap, yanganaininggris, asuransi laut diatur
secara khusus dalam Undang-Undang Asuransi LMdatije Insurance Act) yang
dibentuk pada tahun 1906. Berdasarkan asas komgydfgetboek van Koophandel
Nederland diberlakukan juga di Hindia Belanda melalui StaklagtiNomor 23 Tahun
1847, sedangkan pada waktu pembentuRade de Commerce Perancis awal abad
19, asuransi laut dimasukkan dalam kodifikasi, sgklan waktu pemberntukan
Wetboek van Koophandel Nederland, di samping asutaat juga terdapat asuransi

kebakaran, asuransi hasil panen, dan asuransi jiwa.

. Asuransi Modern

Pada era revolusi industri, era mekanisasi perntatién era reformasi produk
asuransi telah bermunculan beberapa jenis aswuaates@a lain : asuransi kkendaraan;
asuransi pertanian; asuransi pabrik; asuransilpega; asuransi pesawat; asuransi
satelit; asuransi handphone/laptop, asuransi kesghasuransi pendidikan.

Tahun 1927 di Brussel Belgia, lahinternational Conference of Sckness
Insurance Funds and Mutual Benefit Societies yang disponsori olelinternational
Labour Organization. Tahun 1935 di Amerika Serikat presiden FrankliRoosevelt
menandatangargocial Security Act. Pada tanggal 14 Agustus 1939 sebagai santunan
yang bisa diterima ahli waris.

Perkembangan usaha perasuransian, tidak hanya uthelgada usaha
perasuransian saja, akan tetapi juga pada usahajpeg asuransi seperti usaha

perasuransian, serta adanya perubahan fungsi asoranjadi fungsi investasi.

. Asurans di Indonesia

Sejarah mencatat bahwa perusahaan asurangi bemiri pertama kali
beroperasi adalah Semarang Sea yang berdiri padan t4816. Perusahaan-
perusahaan seangkatannya adalah Java Sea, Arjtaitas dan Mercurius. Asuransi
Jiwa yang pertama kali munsul adalah Bumiputera2 ldi1IMagelang atas prakarsa

seorang guru yang bernama M. Ng. Dwidjosewojo s@bagrysahaan asuransi yang



berbentuk badan usaha bersama. Asuransi non jitanpee adalah N\ndishe Lloyd
yang kemudian berganti nama menjadi Lloyd Indoffesia

Pada masa penjajahan jepang industri asuran#i bdekembang. Sesudah
kemerdekaan, pemerintah melakukan nasionalisasisajfamlah perusahaan asuransi
termasuk NVAssurantie Maatshappij De Nederlandem danBloom vander EE milik
Belanda yang didirikan tahun 1845 yang diubah nwnfdmum International
Underwriters (UIU) dan perusahan asuransi Inggris yang diganti nareajaati
Bendasraya, Pada tahun 1972 UIU dan Bendasrayautigamenjadi Asuransi Jasa
Indonesia. Untuk sektor Asuransi Jiwa, pemerintadlakukan nasionalisasi atas
perusahaan asuransi jiwa yang berdiri pada tah68 @i8ngan namiederlandsche
Indische Leverzekring en Lijvrente Maatschappij (NILLMIJ). Tahun 1953 berdirilah
suatu perusahaan reasuransi profesional swastakapis Reasuransi Indonesia
(Marein) yang disusul oleh pendirian PT. Reasurbimsum Indonesia (IndoRe) yang
merupakan perusahan reasuransi milik pemerintah

Pencapaian penting adalah adanya Kongres Asurdasional Seluruh
Indonesia (KANSI) pertama pada 25-30 November 1858ogor yang bertujuan
untuk menyatukan pendapat dan bekerjasama memberskembangan yang
bermanfaat bagi perekonomian nasional, mengatasisga sistem perekonomian
kolonial, realisasi konkret dari pembatalan PerganjMeja Bundar (KMB) dan
peningkatan kesadaran berasuransi. Kongres tersdditnya mendirikan Dewan
Asuransi Indonesia (DAI) pada 1 Februari 1957.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1963 mewajilskanua perusahaan
asuransi dan reasuransi bergabung di bawah Gableyasahaan Sejenis Asuransi
Kerugian (GPS Asuransi). Selanjutnya melalui SK danUrusan Funds & Forces
Nomor 2 Tahun 1965 dibentuklah Organisasi PerusaBagenis Asuransi Indonesia
(OPS Asuransi Indonesia) yang mewajibkan perusaasiag untuk menjadi anggota
luar biasa.

Pada tahun 2002, DAI berubah menjadi Federasi idsio$erasuransian
Indonesia (FAPI) yang menaungi semua asosiasi ugatesuransian di Indonesia
menyusul pendirian Asosiasi Asuransi Umum Indong@@Ul) dan Asosiasi

Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI), Asosrsiransi Syariah Indonesia

*Administrator. www.bumiputera.com. Diakses tanggal 18 Februari 2016.
5Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia. 1984. Sejarah Asuransi, Edisi 1. Jakarta : Lembaga
Pendidikan. h. 121




(AASI) dan bergabungnya Asosiasi Pialang Asuraren dReasuransi Indonesia
(ABAI) serta Asosiasi Adjuster Asuransi Indones®AAl) ke dalam FAPI. Di
samping itu, ke 6 anggota tersebut Asosiasi Ahlindjamen Asuransi Indonesia
(AAMAI) dan ikatan Eksekutif Asuransi Indonesia @8) diterima sebagai anggota
kehormatan. Pada Juli 2010, disebabkan adanya lketidlam pengesahan Anggaran
Dasar FAPI, nama FAPI diganti kembali menjadi Dewanransi Indonesia (DAI).

B. PENGERTIAN, TUJUAN, FUNGSI, DAN SUMBER HUKUM ASURANS
1. Pengertian Asuransi

Asuransi(Verzekering atau Insurance) berarti pertanggungan. Prof. R.
Sukardono Guru Besar Hukum Dagang menerjemahkaasyeansi yang berasal dari
Verzekeraar dengan penanggung, Yaitu pihak yang menanggungoreSementara
Verzekerde diterjemahkannya dengan tertanggung, yaitu piteakgymengalihkan resiko
atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggungan8kdn Prof Wirjono Prodjodikoro
menggunakan istilah asuransi sebagai seraparagtarantie (Belanda), Penjamin untuk
penanggung dan terjamin untuk tertangdung

Dalam suatu asuransi ada pihak yang sanggup meamagggtuk pihak lain
yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yakag terjadi, sebagai timbal baliknya,
pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk piiakg bersedia menjanfinSecara
umum asuransi dapat diartikan sebagai persiapap gdouat oleh sekelompok orang yang
masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagdu stang tidak dapat diduga. Apabila
kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka ysrgadi anggota perkumpulan itu maka
kerugian itu akan ditanggung bersama oleh méreka

Abbas Salim mengartikan asuransi sebagai suanakan untuk menetapkan
kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagaggenti (substitus) kerugian-kerugian
besar yang belum pasti. Secara sederhana, dalaensiswrang bersedia membayar kerugian
yang sedikit untuk masa sekarang agar bisa menghddmugian-kerugian besar yang
mungkin terjadi pada waktu mendatang. Kerugiandiarmu besar yang mungkin terjadi

tersebut dipindahkan kepada perusahaan astransi

®prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., 2011. Hukum Asuransi Indonesia, Cet ke 5. Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti. h.7.

7Wirjono Prodjodikoro. 1996. Hukum Asuransi di Indonesia. Jakaerta : PT. Intermasa. h. 1.

8Suparjono. 1999. Perasuransian di Indonesia. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Indonesia. h. 10

°Abbas Salim. 2000. Asuransi dan Manajemen Resiko, Cet keenam. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
h. 1.



Emmy Pangaribuan S menyatakan bahwa asuransihagategganti resiko
menjadi pilihan seseorang dengan alasan bahwa rieigian untuk mengambil resiko dari
kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orangadt hanya satu orang saja, dan akan
memberikan suatu kepastian mengenai kestabilamdarharta bendanya itu jika ia akan
mengalihkan risiko itu pada satu perusahaan, dindenaendiri saja tidak mampu untuk
menanggungny&

Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa Asuransi atatamgyungan adalah
perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terpa#atanggung dengan memperoleh
premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi kaserau kehilangan, kerusakan, atau
tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang kmurttapat diderita karean suatu
peristiwa yang tidak pasti.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Pasal 1.1. mekathahwa Asuransi adalah
perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asiudan pemegang polis, yang menjadi
dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan assedagai imbalan untuk :

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau gsergepolis karena kerugian,
kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntupngéau tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggatau pemegang polis karena
terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada mermggdertanggung atau
pembayaran yang di dasarkan pada hidupnya tertagggengan manfaat yang
besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkanhzesilgpengelolaan dana.

Berdasarkan definisi tersebut, maka unsur-unsuraasi atau pertanggungan sebagai

berikut :

1. Pihak-Phak

Subyek asuransi adalah pihak-pihak di dalam asiingigu :

a. Penanggung, dinyatakan di dalam Pasal 246 KUHD bhat®enanggung
mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menmgdergbremi, untuk
memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kejala kerusakan atau tidak
mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang murdgpat diderita karena
suatu peristiwa tidak pasti. Sedangkan pada Undblmgang no 40 Tahun 2014
tidak terdapat istilah ini, melainkan langsung digkan dengan Perusahaan

Asuransi, yang disebutkan merupakan perusahaaarsswmum dan jiwa (Pasal

ijoko Prakoso. 2000. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta : 2000. h. 8-9.



1.15 UU no 40 Tahun 2014) dan Usaha Perasuransiag ynenyangkut jasa
pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggumdgng risiko, pemasaran
dan distribusi produk, asuransi atau produk asuragariah, konsultasi dan
keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasusams asuransi syariah, atau
penilaian kerugian asuransi atau asuransi syafasal 1.5 UU no 40 Tahun
2014).

b. Tertanggung dikatakan dalam Pasal 246 KUHD adalhbkpyang membayar
premi dan menerima ganti rugi karena suatu ketpan kerusakan atau tidak
mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang murdgpat diderita karena
suatu peristiwa tidak pasti. Sedangkan dalam UW4hdahun 2014 Pasal 1.23.
dinyatakan bahwa Tertanggung adalah pihak yang naelapi risiko sebagaimana
diatur dalam perjanjian Asuransi atau Perjanjiaadreeansi.

c. Pemegang Polis hanya tercantum di dalam UU no #0ma014 Pasal 1. 22 yaitu
Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjargiamgan Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan ReasatansEerusahaan Reasuransi
Syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pelagel@tas risiko bagi dirinya,
tertanggung atau peserta lain.

2. Status pihak-pihak
Penanggung harus berstatus sebagai Perusahaan baklam dapat berbentuk
Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroaar@@etau Koperasi. Tertanggung
dapat berstatus sebagai perseorangan, persekatiaanbadan hukum, baik sebagai
perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggungtbersébagai pemilik atau pihak
berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

3. Obyek Asuransi dapat berupa benda, hak atau kegantiyang melekat pada benda,
dan sejumlah uang yang disebut premi atau gantigken. Melalui obyek asuransi
tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihaklp Penanggung bertujuan
memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalangalihan risiko.
Tertanggung bertujuan bertujuan bebas dari risko hemperoleh penggantian jika
timbul kerugian atas harta miliknya. Sedangkan Pagb UU no 40 Tahun 2014
adalah jiwa raga, kesehatan manusia, tanggung jéwkbm, benda dan jasa, serta
semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusagi, dan/atau berkurang

nilainya.



9.

Peristiwa asuransi

Peristiwva asuransi adalah perbuatan hukuegal act) berupa persetujuan atau
kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggemgenai objek asuransi,
peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancamldeasuransi, dan syarat-syarat
yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau &lesiem bebas tersebut dibuat
dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Polisnmeérupakan satu-satunya alat bukti
yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi assitadimana hal tersebut diatur di
dalam Pasal 1320 BW, Pasal 1321 BW, Pasal 1338 BW.

Hubungan asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penangguntedanggung adalah keterikatan
(legally bound) yang timbul karena persetujuan atau kesepakathasb Keterikatan
tersebut berupa ketersediaan secara sukarela efaraggung dan tertanggung untuk
memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhaddp sama lain (secara
bertimbal balik).

Tujuan yang ingin dicapai yang mana hal tersebrgatdum di dalam Pasal 250
KUHD dan 268 KUHD.

Resiko dan Premi yang terdapat dalam Pasal 246 KUdED Pasal 256 angka 7
KUHD.

Adanya Evenemen (Peristiwa Tidak Pasti) dan Ganti Kerugian (P&&6 angka 4
KUHD).

Syarat-syarat yang berlaku (Pasal 256 angka 8 KUHD)

10. Polis Asuransi (Pasal 255 KUHD)

2. Prinsip-Prinsip Asuransi

Kemudian, setidaknya ada 6 prinsip dasar bgnégguransi di dalam dunia asuransi yang

bisa menjadi catatan kita juga:

1. Insurable interest

adalah hak untuk mengadakan asuransieatgd@anggung dan yang diasuransikan yang
diakui oleh hukum. Prinsip insering diartikan sebagai kepentingamangy
dipertanggungkan. Kepentingan adalahatai« kewajiban tertanggung terhadap benda
pertanggungan. Kepentingan dalam asudansnuskan d alam pasal 250 KUHD dan
pasal 268 KUHD, yang mensyaratkan kepgatirharus ada 3 unsur yaitu yang dapat
dinilai dengan uang; dapat diancateh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh

undang-undang.
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2. Utmost goodfaith
adalah adanya kejujuran oleh si penanggugrggenai syarat dan kondisi asuransi dan
si tertanggung sendiri juga harus memberiketerangan yang jelas dan jujur tentang
objek yang dipertanggungkan. Nah, primsigdalah tindakan untuk mengungkapkan
semua fakta dari objek yang diasuramsikaik yang diminta ataupun tidak secara
lengkap dan akurat. Prinsip ini seringatilkan sebagai prinsip itikad baik. Pasal 1338
(3) BW menyatakan bahwa setiap perjanf@rus dilaksanakan dengan itikad baik.
Prinsip ini juga berlaku dalam bidang HokDagang. Pasal 281 KUHD menghendaki
adanya itikad baik, kalau prinsip ini #dada, maka pengembalian premi atau restorno
tidak dapat dilakukan. Prinsip ini jugalbku pada perjanjian asuransi dan Perjanjian
Reasuransi. Baik penanggung pertama map@uoanggung ulang harus beritikad baik,
kalau tidak, maka perjanjian dapat @dilkan. Istilah itikad baik atagoede trouw
(Belanda) atautmost goodfaith (Inggris), adalah kemauan baik dari setiap pihakki
melakukan perbuatan hukum agar akibat imutari kehendak atau perbuatan hukum
itu dapat tercapai dengan baik. Itikaadkbselalu dilindungi oleh hukum, sedangkan
tidak adanya unsur tersebut tidak dilinglutiikad baik dianggap ada pada tiap-tiap
pemegang kedudukan dan apabikaktada, harus dibuktikan (pasal 533 jo Pasal
1965 BW).

3. Indemnity
Seperti yang ditulis dalam KUHD pag&2, 253 dan 278, pihak penangguna akan
menyediakan dana kompensasi agar si taytenry dapat berada dalam posisi keuangan
sebelum terjadi peristiwa tertentu yangngakibatkan kerugian tersebut. Prinsip ini
sering dikatakan sebagai prinsip ganti.nsgprinsip indemnitas adalah keseimbangan,
seimbang antara jumlah ganti kerugiarmgde kerugian yang benar-benar diserita oleh
tertanggung, keseimbangn antara jumlattapggungan dengan nilai sebenarnya benda
pertanggungan. Prinsip ini hanya berldlagi asuransi kerugian, tetapi tidak berlaku
bagi asuransi jumlah (jiwa), karena gaburansi jumlah prestasi penanggung adalah
membayar sejumlah uang seperti yang tdistapkan pada saat perjanjian ditutup.

4. Proximate cause
Penyebab yang menimbulkan kejadiangymenimbulkan suatu akibat tanpa ada
intervensi dari sesuatu.

5. Subrogation
Setelah klaim dibayar maka ada pkhan hak tuntut dari Tertanggung kepada

Penanggung. Prinsip ini diartikan sebgmenyerahan hak menuntut / menggugat dari
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tertanggung kepada Penanggung maka ke ganti kerugian sepenuhnya sudah
diganti oleh Penanggung. Dasar hukum poimsi terdapat dalam pasal 284 KUHD.
6. Contribution
Penanggung memiliki hak untuk mengajak afggung yang lain untuk menanggung
bersama-sama, namun kewajiban mendrenklemnity terhadap Tertanggung tidak
harus sama. Prinsip ini terjadi jika aidable insurance sebagaimana diatur dalam pasal
278 KUHD, yaitu jika dalam satu-satanypolis, ditandatangani oleh beberapa
Penanggung. Dalam hal yang demikian, makamggung itu bersama-sama menurut
imbangan dari jumlah-jumlah untuk Penamggtelah menandatangani polis, memikul

kewajiban sesuai harga sebenarnya dari keryging diderita oleh tertanggung

3. Keuntungan Pihak Asuransi

Lalu ada yang mungkin bertanya, apa kew#nrdari pihak asuransi? Para penanggung

ini telah memperkirakan risiko yang tdrjgAdapun keuntungannya ada beberapa yaitu

antara lain :

a. llmu yang digunakan adalah statistika dan probalilyakni untuk memperkirakan
klaim yang terjadi di hari mendatang. Sebagai dorddalah asuransi kepemilikan
rumah. Nah, pihak tertanggung ingin agar jika thri@hilangan maka pihak asuransi
akan menanggungnya dengan cara membayar klainmeéaeka. Nah, biasanya uang
tersebut jauh lebih besar ketimbang biaya premiek@&rNamun, bagi tertanggung
yang tidak mengajukan klaim, jika dirata-ratakataltgoremi yang diberikan oleh
tertanggung ke pihak asuransi akan lebih besamkeatig total klaim yang harus
dibayarkan oleh pihak asuransi.

b. Nah, dari situ pihak asuransi memiliki keuntungam dbisa diinvestasi. Uang yang
diterima sebagai premi oleh pihak asuransi hinggseka harus membayar klaim
disebut sebagai 'uang float'. Si penanggung athakpasuransi bisa mendapatkan
keuntungan dan kerugian dan suku bunga dan penuliiaiad

c. Nah, begitu pun, asuransi memiliki manfaat bagi ekaryang menggunakannya.
Mungkin untuk sebuah komunitas yang bersedia megurakembali sesuatu yang
hilang yang dialami oleh anggotanya maka asuratek diperlukan karena akan ada
yang membantunya jika suatu peristiwa tidak diikgmterjadi. Namun, masyarakat

sekarang lebih memilih untuk 'sendiri-sendiri' madkai itu untuk memperkecil risiko

11Hardy E.R. Ivamy. 1995. General Principles of Insurance Law. London : Butterworth. Publishing
House. h. 50.
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ketika peristiwva yang tidak diinginkan yang terjadiperlukan yang namanya

asuransi.

4. Hubungan Pasal 1774 BW dan pasal 246 KUHD

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asunaesupakan suatu bentuk perjanjian
dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalaml R&2® BW, namun dengan
karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuag pensifat untung-untungan sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, “Suatu persetujuamung—untungan kans-
overeenkomst) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenangimuginya, baik bagi
semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergakepagda suatu kejadian yang belum
tentu”.

Beberapa hal penting mengenai asuransi:

1. Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pa2a KUH Perdata;

2. Merupakan perjanjian timbal balik antara pihak pg&gaung dengan pihak
tertanggung;

3. Perjanjian tersebut bersifatlhesif artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan
oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar). Naneamkihn, hal ini tidak sejalan
dengan ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahu@ te9&anggal 20 April 1999
tentang Perlindungan Konsumen;

4. Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu PenangglamgTertanggung, hamun dapat
juga diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pitetkgan yang akan menerima
tanggungan;

5. Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwdafdggung setuju untuk
diadakan perjanjian asuransi;

6. Adanya manfaat yang besarnya telah ditetapkan dam didasarkan pada hasil
pengelolaan dana;

7. Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua hbgdak terikat untuk

melaksanakan kewajibannya (apasta sun servanda).

5. Tujuan Asurans
1. Bagi Pihak Tertanggung
a. Pengalihan risiko

Pengalihan risiko dari tetanggung kepada penangdengan adanya kontra
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e.

prestasi yang disebut premertdnggung mengadakan asuransi dengan tujuan
mengalihkan risiko yang mengancam hegtayaan atau jiwanya.
Pembayaran Ganti Kerugian
Jika suatu ketika sungguh—sunggehadi peristiwva yang menimbulkan kerugian
(risiko berubah menjadi kerugiamaka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti
kerugian yang besarnya seimbangaenumlah asuransinya. Dalam prakteknya
kerugian yang timbul itu dapat bersdabagiangartial l0ss), tidak semuanya berupa
kerugian total tatal loss). Dengan demikian, tertanggung mengadakaraasi
bertujuan untuk memperoleh pembayarai garugian yang diderita.
Dalam pembayaran ganti kerugian oleligagraan asuransi berlaku prinsip subrogasi
(diatur dalam pasal 1400 BW) dimana gamgjan hak si berpiutang atau Tertanggung
oleh seorang pihak ketiga (penanggumbak asuransi) — yang membayar kepada si
berpiutang (nilai klaim asuransieradi baik karena persetujuan maupun karena
undang-undang.
Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang njbken tertanggung yang
membayar konstribusi tersebut adat@reka yang terikat pada hubungan hukum
tertentu, sehingga ketika terjadisihah kecelakaan dalam pekerjaannya, maka ahli
warisnya akan diberi santunan.
Kesejahteraan anggota

Hal tersebut apabila Perusahaan Asuransi merupakdn perkumpulan dan
anggota perkumpulan tersebut membaggumlah uang kepada perkumpulan dan
apabila ada peristiwa yang menyebablkandian atau kematian tertanggung, maka
perkumpulan tersebut akan memberikanti geerugian dari uang yang dibayarkan
tersebut.

Mengurangi kerugian yang dialami dan rh@mdari kerugian yang lebih luas.

2. Pihak Perusahaan Asuransi

a.

b

o

Memberikan dorongan ke arah perkembapgegkonomian yang lebih maju.

. Menghilangkan keragu-raguan bagi usahawan dalanafaakan usaha atau pekerjaan.

Menjamin penanaman modal para investor.

Memperoleh hasil berupa premi atas ianbgdsa yang diberikan.
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6. Manfaat Asuransi
Riegel dan Miller dalaminsurance Principles and Practices, asuransi
merupakan instrumen hukum yang penting di dunia emockarena memili faedah
sebagai berikut :

1. Memberikan keamanan bagi masyarakat dan perusggaasahaan. Karena barang-
barang yang ada dapat tergantikan apabila mengdlaragian yang menimpanya
atau sebuah keluarga yang terjamin secara ekonsetédah kematian seseorang
(misalnya kepala keluarga).

2. Efesiensi perusahaan dapat dipertahankan karergamlgalan pertanggungan risiko
dapat dikurangi.

3. Penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin.

4. Asuransi merupakan dasar pemberian kredit.

5. Asuransi merupakan alat penabung dan sumber peadspa

7. Berlakunya Asuransi

Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung tipdudéh saat ditutupnya asuransi
walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asurmdasam prakteknya dibuktikan dengan
disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kdnsementaracpver note) dan dibayarnya
premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundangaangat yang berlaku, penanggung atau
perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuf@asal 255 KUHD).

8. Fungsi Asuransi
Adapun fungsi asuransi ada 3 yaitu :
1. Fungsi utama asuransi antara lain :
a. Pemindahan resikaigk transfer).
b. Pengumpulan danadmmon pool).
c. Premi yang seimbangduitable premium).
2. Fungsi sekunder asuransi antara lain :
a. Merangsang pertumbuhan usaha.
b. Keamanan, sehingga tertanggung bisa berkaasepada usahanya.
c. Pencegahan kerugidoss prevention) dengan mengidentifikasi resiko potensial.
d. Manfaat sosial yaitu dengan menggeat pemulihan perekonomian dan mencegah

YAbbas Salim, Op Cit. h. 12.
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kemiskinan.
e. Tabungan (investasi), misalnya kiaisuransi jiwa : ada unit link, dana pensiun,
tabungan berasuransi yang ditamagerbankan.
3. Fungsi tambahan asuransi antara lain :
a. Sebagai sumber dana masyarakat yaitwsgigaan asuransi menginvestasikan
premi yang terkumpul melalui instrumen keuanga
b. Invisible earnings vyaitu pendapatan bagi perusahaan asudams komisi

reasuransi.

9. Pengaturan Hukum Asuransi

Kodifikasi Hukum PerdataCode Civil) dan Hukum DagangCpde de Commerce)
pada permulaan abad 19 semasa pemerinthaan kapateln di Perancis. Pada waktu itu
hanya asuransi lain yang terdapat dalam Hukum pdangga diundangkannya rancangan
Kitab Undang-Undang Hukum Datang/dt Boek van Koophandel Tahun 1838 yang memuat
peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaramnsu hasil bumi, dan asuransi jiwa.
Sistem inilah yang juga dianut untuk Hindia Belandi@an sekarang masih berlaku di
Indonesia&®

Keputusan Menteri Keuangan Rl No. 1249/KMK.0188 $entang Ketentuan dan
Tata Cara Pelaksanaaan Usaha di Bidang Asuransugker dan KMK RI No.
1250/KMK.013/1988 Tentang Usaha Asuransi Jiwa. U 22 Tahun 1992 Tentang
Perasuransian yang diikuti dengan PelaksanaansBfsuransi yaitu PP Nomor 73 Tahun
1992, yang dengan ini menghapus Keppres No. 40Ta888 Tentang Usaha di bidang
Asuransi Kerugian, yang nantinya juga akan digamtibleh PP No. 63 Tahun 1999, yang
juga akan digantikan oleh PP No. 39 Tahun 2008.aisgdan UU no 2 Tahun 1992
digantikan oleh UU no 40 Tahun 2014 dan diikuti geam Keputusan Presiden Republik
Indonesia No. 40 Tahun 2014 di Bidang Asuransi K.

BWirjoono Prodjodikoro, Op Cit h. 15-17.
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BAB |1
PERJANJAN ASURANS

A. Syarat-syarat Sah Asuransi
Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjiarslhyang diatur dalam KUHD.
Akan tetapi, tentu saja, perjanjian asuransi tidaleh terlepas dari syarat sahnya perjanjian
yang diatur di dalam Pasal 1320 BW. Menurut ket@mtBasal 1320 BW, terdapat 4 syarat
sahnya Perjanjian, yaitu :
1. Kesegpakatan (Consensu}
Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakamjmarjasuransi. Kesepakatan

tersebut pada pokonya meliputi :

a. Obyek Asuransi;

b. Pengalihan resiko dan Pembayaran Premi;

c. Evenemen dan ganti kerugian;

d. Syarat-syarat khusus asuransi.
Kesepakatan menjadi dasar berlakunya PerjanjiamafAssu Sehingga Berlakunya Perjanjian
Asuransi bukan pada saat penandatangan polis atieugaat penyerahan polis. Keberlakuan
Perjanjian Asuransi adalah pada saat Kesepakathimirsebagaimana tercantum di dalam
Pasal 257 KUHD, yaitu Perjanjian Pertanggungansatatika setelah hal itu diadakan; hak
mulai saat itu, malahan sebelum Polis ditandatardgm kewajiban kedua belah pihak dari
penanggung dan tertanggung berjalan akan tetapl s&ja untuk hal tersebut harus ada
pembayaran premi terlebih dahulu dari Tertangguepgakla Penanggung, sebab berdasarkan
Pasal 246 KUHD, tidak dianggap telah terjadi PgiganPengalihan Resiko atau Perjanjian
Asuransi tanpa adanya pembayaran Premi. Hal terpela yang membawa kewajiban bagi
tertanggung untuk segera menandatangani dan mékgeraya kepada Tertanggung, dalam
batas wakru maksimal 24 jam, apabila tidak diteatullalam jangka waktu lebih panjang
oleh ketentuan undang-undang (Pasal 259 KUHD). deedlian tersebut adalah apabila
Perjanjian Asuransi tersebut dilakukan secara tldagsung atau dengan melalui perantara,
maka batas waktunya adalah 8 hari setelah melakpéganjian (Pasal 260 KUHD). Akan
tetapi apabila terjadi permasalahan, maka untukbp&tian telah terjadi asuransi adalah
tetapi dengan adanya pembuatan bukti tertulis (P&8aKUHD), akan tetapi karena Pasal
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259 KUHD hanya mencantumkan adanya bukti tertidehingga apabila diperbolehkan

untuk alat bukti lainnya yang dibuat secara testuli

2. Kecakapan atau Kewenangan (Authority)

Kecakapan dalam perjanjian asuransi dapat dingatalengan dengan kewenangan
atau wewenang dari kedua belah pihak, baik itu pitsak Penanggung ataupun dari pihak
Tertanggung.

Kewenangan tersebut ada yang bersifat subyektibida yang bersifta obyektif, tentu
saja dalam hal ini kewenangan yang bersifat subfyadalah terkait dengan kedewasaan. Di
mana tentu saja usia dari para pihak harus cakkpniudi mana kecakapan ini diatur di
dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 dan UU notgaity 18 tahun, sehat ingatan, tidak
dibawah perwalian atau pemegang kuasa yang sahatSyayektif, adalah terkait dengan
kewenangan para pihak dalam mewakili suatu perasafizal ini apabila Penanggung dan
Tertanggung berbentuk Perseroan Terbatas), sélaadalah adanya hubungan kepentingan
antara Tertanggung dengan obyek asuransi, apaeitariggung tidak memiliki hubungan
kepentingan dengan obyek, maka penanggung tidak wemberikan ganti kerugian (Pasal
250 KUHD). Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegattanggung mencari keuntungan
memperkaya diri dari pemberian ganti kerugian ola@&kransi yang bukan haknya.

Pasal 264 KUHD mengatur bahwa Perjanjian Asuraapatipula dilakukan dengan beban
pihak ketiga, baik berdasarkan amanat umum atasughumaupun di luar pengetahuan yang
berkepentingan sekalipun, apabila pertanggungaseliat diadakan tidak dinyatakan di
dalam polisnya, maka pertanggungan tersebut digngijjakukan untuk dirinya sendiri
(Pasal 267 KUHD). Pertanggungan untuk pihak kehigeus dengan tegas dinyatakan di
dalam polisnya, apakah hal tersebut karena penmban@anat atau diluar sepengetahuan
yang berkepentingan, sebab Perjanjian asuransh @aegnya pemberian amanat adalah batal
(Pasal 265 KUHD dan Pasal 266 KUHD).

3. Obyek Tertentu (Fixed Obyek

Obyek asuransi dapat dikatakan sebuat harta kakayang memiliki nilai ekonomi,
sehingga dapat dihargai dengan sejumlah uang. Oésatansi ini memiliki hak subyektif
yang tidak berwujud, hak subyektif ini disebut demdgkepentingan. Artinya kepentingan
akan selalui mengikuti dimana obyek asuransi ittade Pasal 268 KUHD memberikan
pengertian mengenai kepentingan, yaitu :

a. Dapat dinilai dengan uang;
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b. Dapat terancam bahaya;

c. Tidak dikecualikan oleh Undang-Undang
Hal tersebut dengan maksud bahwa kepentingan térsemberi suatu ukuran akan adanya
ganti kerugian berupa sejumlah uang. Sedangkanl Rasa5 UU no 40 tahun 2014
menyatakan bahwa obyek asuransi adalah jiwa da kagehatan manusia, tanggung jawab
hukum, benda dan jasa,serta semua kepentingarydayang dapat hilang, rusak, rugi, dan
atau berkurang nilainya.

Terkait dengan obyek asuransi tersebut terdapajpsiasip yang dianut, yaitu adanya

sutau pemberitahuan yang jelas megenai obyek oétariggung, hal ini terkait dengan

adanya perlindungan hukum bagi Penanggung dadagtijuran Tertanggung.

4. Kausal yang Halal / diperbolehkan (Legal Causg

Kausa yang halal atau diperbolehkan maksudnyaaladal perjanjian asuransi itu
tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertendéandengan dengan ketertiban umum, dan
tidak bertentangan dengan kesusilaan. Dapat dartppula dengan obyek yang dilarang
untuk diperdagangkan, tidak adanya kepentingamk tiddanya pembayaran premi guna
mengalihkan resiko.
Tentu saja untuk syarat sahnya perjanjian, apabdsat pertama dan kedua yang merupakan
syarat subyektif dilanggar, maka akibat hukumnyaaddapat dibatalkan dan apabila syarat
ketiga dan syarat keempat yang dilanggar, makaaakiukumnya adalah batal demi
hukunt,

B. Polis
Pasal 255 KUHD, Pertanggungan harus dilakukanrgdestulis dengan akta, yang
diberi nama Polis. Sedangkan isi Polis diatur deffasal 256 KUHD, yaitu :
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
Terkait apabila terdapat pertanggungan rangkaparhaki yang tercantum di dalam
polis dapat menentukan Penanggung yang wajib mekabeganti kerugian. Terkait
dengan Pasal 277 KUHD, Pasal 278 KUHD, Pasal 27BIBU
2. Nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihakdeeti
Terkait dengan ketentuan Pasal 264 KUHD, Pasalk@3D, Pasal 266 KUHD dan
Pasal 267 KUHD, dimana apabila asuransi dinyatakenk pihak ketiga, maka harus

prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. Op Cit. h. 52.
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dinyatakan di dalam Polis, apabila tidak, maka glgp untuk siapa polis tersebut
ditandatangani. Sedangkan apabila untuk pihak &etigaka harus ada pemberian
amanat dan harus dengan sepengetahuan dari pemaarat.
3. Uraian tentang obyek asuransi;
Terkait dengan adanya kewajiban untuk memberitamuki@ngan jelas oleh
Tertanggung akan untuk memberitahukan tentang obgekta apakah ada
kepentingan pada obyek dengan Tertanggung yand dapiai dengan uang (Pasal
250 KUHD, Pasal 251 KUHD, Pasal 268 KUHD).
4. Jumlah yang diasuransikan;
Terkait dengan Pasal 273 KUHD untuk dinyatakanrdglalis atau tidak, yang mana
untuk pembuktiannya dapat dibuktikan oleh semutkalkti, dan Pasal 274 KUHD,
dimana hakim dapat menguraikan dasar nilai, Pag&alkdlJHD akan tetapi apabila
ahli yang melakukan taksiran, maka Penanggung tidagat membantahnya.
Berdasarkan taksiran nilai tersebut, dapat ditemtukpakah jumlah yang diasuransi
itu:
a. di bawah nilai benda; atau
b. sama dengan nilai benda; atau
c. di atas nilai benda.
5. Bahaya (evenemen) yang ditanggung;
Pasal 247 KUHD mengatur eveneman apa saja yand dg@atanggungkan, akan
tetapi evenemen tersebut harus tertulis dalam geligan tegas, baik terkait dengan
klausula dan batas tanggung jawab penanggung.
6. Saat Bahaya mulai berjalan dan berakhir;
Tercantum hari, tanggal dan waktu, tahun, denggastdi dalam polis.
7. Premi Asuransi
Bagian terpenting, sebab apabila tidak, maka diamgdidak pernah ada
pertanggungan.
8. Keadaan atau syarat-syarat khusus.
Apabila dibebani Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusimpa Tertanggungnya, terjadi
asuransi rangkap, insolvabilitas, serta peristwpsdstiwa khusus lainnya.
Untuk mengetahui perlindungan yang diberikan olgditis polis asuransi, perlu diperhatikan
tujuh aspek penutupannya, yaitu:
1. Bencana yang ditutup;

2. Yang ditutup;
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Kerugian yang ditutup;
Orang-orang yang ditutup;
Lokasi-lokasi yang ditutup;

Jangka waktu yang ditutup;

N o g bk~ w

Bahaya-bahaya yang dikecualikan.
Polis bisa disimpulkan sebagai berikut :

a. Perjanjian asuransi harus dilakukan dengan membumu akta yang dinamakan
polis;

b. Polis bukan merupakan satu-satunya syarat untukiyadgpestaanvoorwaarde)
perjanjian asuransi;

c. Polis berfungsi sebagai alat bukti yang menerangiedah terjadinya perjanjian
asuransi.

d. Pasal 19 ayat (1) Pearturan Pemerintah Nomor 73untai992 tentang
penyelenggaraan usaha perasuransian menyatakana bahpolis atau bentuk
perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikygilamyang merupakan kesatuan
dengannya, tidak boleh mengandung kata atau kalyaayj dapat menimbulkan
penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang gitasuransinya, kewajiban
penanggung dan kewajiban tertanggung atau memfpeestdhnggung mengurus hak
nya;

e. Pasal 8 Keputusan menteri Keuangan Nomor 422/KMR@EB tentang
penyelenggaraan usaha asuransi dan perusahaaransasmenyatakan bahwa : polis
asuransi harus memuat sekurang-kurangnya ketenteagenai :

1. Saat berlakunya pertanggungan;
Uraian manfaat yang diperjanjikan;
Cara pembayaran premi;

Tenggang waktugface period) pembayaran premi;

a kb 0N

Kurs yang digunakan untuk polis asuransi dengaramang asing apabila
pembayaran premi dan manfaat dikaitkan dengan naagtaupiah;

o

Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembaygiremi;

7. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pesnéaypremi dilakukan
melewati tenggang waktu yang disepakati;

8. Periode dimana pihak perusahaan tidak dapat meninjang keabsahan

kontrak asuransirscontestable period);

9. Tabel nilai tunai, bagi polis asuransi jiwa yangng@ndung nilai tunai;
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f.

10.Perhitungan deviden polis atau yang sejenis, batis @msuransi jiwa yang
menjanjikan deviden polis atau yang sejenis;
11.Penghentian pertanggungan, baik dari pihak penamgguaupun dari pihak
pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya,;
12.Syarat dan tatacara pengajuan klaim, termasuk bp&tidukung yang
diperlukan dalam pengajuan klaim;
13.Pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
14.Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi ssagktau beda pendapat,
untuk polis asuransi yang dicetak dalam dua bahizsalebih.
Pasal 9 Kepmen No0.422/KMK.06/2003 menyatakan bahyalis asuransi harus
dicetak dengan jelas sehingga dapat dibaca dengatahmdan dimengerti baik
langsung maupun tidak langsung oleh pemegang gefisatau tertanggung.
Pasal 10 Kepmen No0.422/KMK.06/2003 menyatakan bahwa
(). Setiap polis asuransi yang diterbitkan damstpkan di wilayah hukum indonesia
harus dibuat dalam bahasa Indonesia.
(2). Dalam hal diperlukan, polis asuransi dapatudib dalam bahasa asing

berdampingan dengan bahasa Indonesia.

C. Klausula Palis

1.

Klasula All Risk
Penanggung akan memikul segala risikolzdaga yang diasuransikan. Kecuali
kerugian tersebut akibat kesalahan Tertanggung irseathu cacat dari obyek
perjanjian tersebut (Pasal 276 KUHD dan Pasal 24BIK).
Klausula Premier Risque

Pasal 253 ayat 3 KUHD menyatakan bahwa pihak yerjanji bebas
untuk mempersyaratkan dengan tegas, bahwa tanpgingahkelebihan nilai barang
yang dipertanggungkan, kerugian yang yang dideki#an diganti hingga jumlah yang
dipertanggungkan.
Klausula sudah diketahui (All Seen

Klausula ini menyatakan bahwa Penanggwouglah mengetahui keadaan
obyek asuransi. Sehingga menghilangkan dugaan baeuanggung memiliki itikad
yang tidak baik. (Pasal 251 KUHD).
Klausula Renunsias (renunsiasi)

Renunsiasi artinya pelepasan hak. Hal ini hiereenghilangkan hak gugat
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Penanggung berdasarkan Pasal 251 KUHD. Akan tetggaibila Pengadilan
memutuskan Penanggung tidak akan melakukan pengmgyaeka Penanggung tetap
tidak akan melakukan pembayaran terhadap Tertagggueskipun telah terdapat
Klausula Renunsiasi.

Klausula Free From Particular AveragdFPA)

Klausula untuk membebaskan Penanggung membaydr @garugian di laut. Jadi,
Penanggung hanya membayar ganti kerugian terhadip geristiwva yang tidak
termasuk di dalam klausulgree From Particular Average (FPA) seperti yang
ditentukan pada Pasal 709 KUHD.

Klausula Total Loss Only(TLO)

Klausula ini menentukan bahwa penanggung hanyaanggung kerugian yang
merupakan kerugian keseluruhan/total atas bendadiasuransikan.

Klausula Riot, Strike & Civil CommotionRSCC)

Riot (kerusuhan) adalah tindakan suatu kelompok orang, minimalasgak 12
orang, yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersasr@ambulkan suasana
gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan onesigan kekerasan serta
pengrusakan harta benda orang lain, yang belunggié&gnsebagai huru-hara.

Strike (pemogokan) adalah tindakan pengrusakan yang disengaja akélanpok
pekerja, minimal 12 orang pekerja atau separuhjdiaiiah pekerja (dalam hal jumlah
seluruh pekerja kurang dari 24 orang),yang menbklerja sebagaimana biasanya
dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntldanpekerja atau dalam
melakukan protes terhadap peraturan atau persyakatga yang diberlakukan oleh
majikan.

Civil Commotion (huru-hara) adalah keadaan di suatu kota dimana sejumlalr besa
massa secara bersama-sama atau dalam kelompokploddokecil menimbulkan
suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyatakghn kegaduhan dan
menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakanlae besar harta benda,
sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umumg yatandai dengan terhentinya
lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagépegdokoan atau perkantoran
atau sekolah atau transportasi umum di kota tetsslama minimal 24 jam secara
terus menerus yang dimulai sebelum, selama atelakdtejadian tersebut.

Banker’s Clauseatau Klausula Bank

adalah suatu klausula yang tercantum dalam Polig yanya dicantumkan atas

permintaan pihak Bank dimana dalam polis secarastetinyatakan bahwa Pihak

23



Bank adalah sebagai penerima ganti rugi atas peisyang terjadi atas obyek
pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam parjaguransi (polis).

Klausula ini muncul sebagai akibat adanya huburiggang piutang antara Debitur
dan Kreditur dimana obyek pertanggungan adalah ademminan Bank; sehingga

klausula ini bukan merupakan standard yang padannya tercantum dalam Pdfis

D. Eksonerasi Penanggung
Eksonerasi artinya pembatasan tanggung jawab éaariggung. Pasal 249 mengatur 3
jenis pembatasan tanggung jawab Penanggung, yaitu :
a. Cacat sendirfselfdefect)
Kerugian timbul karena cacat sendseélfdefect) pada benda asuransi. Cacat
sendiri adalah cacat yang tidak dapat disangkalekael pada benda yang
seharusnya tidak boleh ada. Jadi, berasal dariab&n@endiri, bukan berasal dari
luar.
b. Kebusukan sendifselfrot)
Kerugian timbul karena kebusukan sen¢sdfrot) pada benda asuransi, jadi dari
dalam benda itu sendiri yang timbul akibat pengata luar.
c. Sifat Kodrat (natural character)
Sifat yang langsung menimbulkan kerugian yang la¢éderi benda itu sendiri.
d. Kesalahan Tertanggung
Terdapat dalam Pasal 276 KUHD, dimana kesalahaelat akibat Tertanggung
lalai, ataupun kurang hati-hati, maka Penanggudaktmemiliki kewajiban untuk
memberikan ganti kerugian, bahkan masih tetap mangegremi.
e. Pemberatan Risiko
Hal tersebut tidak diatur di dalam KUHD, sehinggaran yang ada hanyalah
ketika Tertanggung tidak memberitahukannya kepadaafygung (Pasal 251
KUHD). Akan tetapi dalam Asuransi Kebakaran danrAssi Laut, hal tersebut
diatur:
Dalam Asuransi Kebakaran diatur di dalam Pasalki98D :
a. Perubahan tujuan penggunaan setelah asuransierjal
b. Perubahan tujuan penggunaan itu mengakibatkan amchahaya kebakaran

diperbesar;

Rahman Hasanuddin, S.H. 1995. Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia.
Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.h. 3.
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c. Penanggung tidak akan mengadakan pertanggungaiteagiabmengetahui.
Sedangkan pada asuransi laut diatur pada Pas#&638:

a. Asuransi badan kapal;

b. Asuransi biaya pengangkutan;

c. Asuransi barang muatan.

E. Ganti Kerugian

Pasal 253 ayat 1 KUHD mengatur bahasuransi yang melebihi nilai benda
atau kepentingan yang sesungguhnya hanya sampainad benda tersebut saja.
Sedangkan ayat 2 mengatur bahwa apabila suatu bielattadiasuransikan dengan
nilai penuh, maka bila timbul kerugian, maka pemamg hanya diwajibkan
membayar ganti kerugian menurut perbandingan yaaguchnsikan dan yang tidak
diasuransikan, meskipun hal tersebut dapat disigipdengan adanya klausula
Premier Risque, yaitu akan diganti sampai jumlaiupepertanggungan.

Pengajuan klaim berarti adanya tuntutan dari figgang kepada penanggung
sesuai dengan perjanjian yang tertulis pada padtlapun langkah-langkah yang harus
dilakukan Tertanggung adalah :

1. Segera melaporkan kepada Perusahaan asupafisg lambat 72 jam setelah
terjadinya musibah
2. Melengkapi dokumen sebagai berikut:

a. Mengisi formulir kerugian yang disediakamuBahaan asuransi;

b. Mengambil / meminta berita acdaa kepolisian (jika diperlukan) atau instansi
terkait tentang terjadinya nadi tersebut;

c. Menyiapkan Polis asli dan kwitansi-kwitapsemi asli;

d. Mengajukan surat rincian tentang jumlah gem yang dituntut;

e. Menyiapkan atau melengkapi dokumen pendulkaingya sekiranya diperlukan
untuk menguatkan tuntutan, misalnya: coggpasitas muat barang, kwitansi-
kwitansi biaya-biaya yang telah dikeluarkiiinyang diperlukan.

Dalam hal ini Perusahaan Asuransi akan memberitahukntang besarnya ganti
kerugian yang akan diterima setelah PerusahaanaAsumeninjau lokasi kejadian
untuk memperkirakan besarnya kerugian , selanjufmgfabayaran ganti kerugian
akan diberikan sesuai yang telah disepakati.
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F. Premi Asuransi
Pasal 1. 29 UU no 40 Tahun 2014 menyatakan Prealaladejumlah uang yang
ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusabaamransi dan disetujui oleh
Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan pe@madsuransi atau perjanjian
reasuransi atau sejumlah uang yang dibayarkan ssfda ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mendasari program aswajgi untuk memperoleh
manfaat.

Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa asuransi ataunggadagan adalah
perjanjian, dimanapenanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan
memperoleh premi, untuk memberikan ganti rugi karena suatu kehdang
kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yangagiken, yang mungkin akan
diderita akibat suatu peristiwa tidak pasti.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahamiéalremi asuransi
merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjarggmansi di laksanakan atau
tidak. Kriteria premi asuransi adalah sebagai loerik
a. dalam bentuk sejumlah uang;

b. dibayar terlebih dahulu oleh tertanggung;

c. sebagai imbalan pengalihan risiko;

d. dihitung berdasarkan presentase terhadap nilkongng dialihkan.

Dalam praktek bisanya Penanggung sudah menentykaat umum pembayaran
polis.

Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perjangpaj dikatakan merupakan
perjanjian pertanggungan apabila salah satu pileth tmelakukan pembayaran
premi. Adapun tata cara penetapan Premi adalah :

Premi biasanya ditetapkan perseratus jumlah tertéati jumlah uang yang
dijamin, didasarkan pula statistik masa lalu olefupahaan Asuransi.Masing-masing
asuransi memiliki cara/tabel besaran premi yangushadibayar yang berbeda
tergantung karakteristik/sifat perusahaan Asurafg@rtimbangan besar kecilnya
premi berdasarkan Buku Tarip yang dibuat oleh Dewanransi Indonesia, untuk
menetapkan besarannya diperlukan survey atau peaimjlokasi. Jika dari data
statistik didapat kesimpulan bahwa pada suatu wafilagatu rumah diasuransikan
seharga Rp 1. 000.000,- jika kemudian terjadi kakeak rumah itu habis maka pihak
asuransi harus membayar Rp.1000.000,- kepada mehakggung. Jika pada wilayah

itu setiap tahunnya dari 1000 rumah ada satu ryaab terbakar, maka premi untuk
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satu tahun ditetapkan Rp 1.000.000,- dibagi 10@0aftudiwilayah itu menjadi Rp
1.000,- dan ditambah biaya-biaya administrasi an@n biaya polis, biaya materai
dan biaya kuitansi.

Contoh menghitung besarnya préni

Tuan S memiliki sebuah rumah seharga Rp 300.000.Gfl@suransikan kepada

perusahaan Asuransi PT AS sebagai berikut :

Harga Pertanggungan : Rp. 300.000.000,-

Jangka Waktu Pertanggungan : 10 Agustus 2000AgLi6tus 2001 (1 tahun)
Tarip Premi : 0,19% pertahun

Biaya Polis : Rp. 10.000,-

Bea Materai Polis : Rp. 6.000,-

Bea Materai kuitansi : Rp. 3.000,-

Tentukan berapa besar premi dan biaya yang hamagati Tuan S kepada Perusahaan
Asuransi PT AS?

Premi 0,19% x Rp. 300.000.000,- = Rp. 570.000,-
Biaya Polis =Rp. 10.000,-
Bea Materai Polis =Rp. 6.000,-
Bea Materai Kuitansi =Rp. 3.000,-
Jumlah = Rp. 589.000,-
Contoh 2 :

Tuan AD memiliki sebuah minibus Toyota seharga Ef0.000.000,- mengadakan
kesepakatan pertanggungan dengan Perusahaan AfifaBs\ dengan data sebagai

berikut :

Harga Pertanggungan = Rp. 150.000.000,-

Jangka Waktu Pertanggungan =1 Juli 1998 — 11998 (1 tahun)
Tarip Premi = 0,1% pertahun

Biaya Polis = Rp. 10.000,-

Bea Materai Polis =Rp. 6.000,-

Bea Materai Kwitansi =Rp. 3.000,-

Tentukan berapa besar premi dan biaya yang hahsyati Tuan S kepada Perusahaan
Asuransi PT AS?

Jawab :
Premi 0,1% x Rp. 150.000.000,- = Rp. 150.000,-
Biaya Polis = Rp. 10.000,-
Bea Materai Polis =Rp. 6.000,-

'*H. Mashudi, S.H.M.H dan Moch. Chidir Ali, S.H (alm). 1995. Hukum Asuransi. Bandung : Mandar
Maju. h. 70.
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Bea Materai Kwitansi =Rp. 3.000,-
Jumlah = Rp. 169.000,-

Contoh :
Menghitung besarnya premi Perusahaan Asuransi Bliigcation Masa pembayaran premi
tergantung usia anak saat masuk asuransi Terdagdua belas) kategori masa pembayaran

premi yang sesuai dengan usia :

Tabel 1.1.
Usia Anak Masa Pembayaran Premi

0 s/d 1 tahun 17 tahun
diatas 1 s/d 2 tahun 16 tahun
diatas 2 s/d 3 tahun 15 tahun
diatas 3 s/d 4 tahun 14 tahun
diatas 4 s/d 5 tahun 13 tahun
diatas 5 s/d 6 tahun 12 tahun
diatas 6 s/d 7 tahun 11 tahun
diatas 7 s/d 8 tahun 10 tahun
diatas 8 s/d 9 tahun 9 tahun
diatas 9 s/d 10 tahun 8 tahun
diatas 10 s/d 11 tahun 7 tahun
diatas 11 s/d 12 tahun 6 tahun

Contoh Tabel Pertanggungan Asuransi Anak Sekoldh pauransi Jasindo

Risiko Kelompok | Kelompok 11 Kelompok I11 Kelompok IV

Meninggal Dunia | Rp. 3.000.000,-| Rp. 2.000.000, Rp. 1.000.000Rp. 500.000,-

Cacat Tetap (max) Rp. 6.000.000,-| Rp. 4.000.000, Rp. 2.000.000,- 1Rp00.000,-

Perawatan

Pengobatan :

a. Premi 1 tahun
biasa Rp. 4.000,- | Rp. 2.500,- | Rp. 1.250,- | Rp. 600,-

b. Premi 1 tahun/
24 jam Rp. 6.750,- | Rp. 4.250,- | Rp. 2.500,- | Rp. 1.000,-

Pasal 281 KUHD menyatakan bahwa apabila Perjanfantanggungan untuk
seluruhnya atau sebagian batal, asalkan telambaktidengan itikad baik, Penanggung harus
mengembalikan seluruhnya atau sebagian , apadianbterjadi peristiwa tidak pasti. Hal
tersebut yang dinamakan Premi Restorno.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian asunagsmpunyai sifat :
a. Perjanjian asuransi dilihat dari bentuknya adakatjgpjian konsensual;
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b. Sifat konsensualnya terlihat dari Pasal 257 KUHDperjanjian pertanggungan
diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak &awajiban-kewajiban bertimbal
balik dari penanggung dan tertanggung mulai berla&kmenjak saat itu, bahkan
sebelum polis ditandatangani.

c. Pasal 257 KUHD tersebut merupakan penerobosandigphasal 255 KUHD yang
mensyaratkan bahwa perjanjian asuransi harus dida@m suatu akta yang

dinamakan polis.

G. Batalnya Asuransi

Suatu pertanggungan atau asuransi karena padekdtaka adalah merupakan suatu
perjanjian maka ia dapat pula diancam dengan réxital atau dapat dibatalkan apabila tidak
memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimanatwhken dalam Pasal 1320 KUH
Perdata.

Selain itu KUHD mengatur tentang ancaman batal ilgpeblam perjanjian asuransi:

1. Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar dida tertanggung tidak
memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehinggabita hal itu disampaikan
kepada penanggung akan berakibat tidak ditutuprgargian asuransi tersebut
(Pasal 251 KUHD);

2. Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum panasuransi ditandatangani
(Pasal 269 KUHD);

3. memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan penthentamelalui pengadilan
membebaskan si penanggung dari segala kewajibafamgaakan datandésal 272
KUHD):;

4. Terdapat suatu akalan cerdik, penipuan, atau kegarasi tertanggung”ésal 282
KUHD);

5. Apabila obyek pertanggungan menurut peraturan p@ngrundangan tidak boleh
diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapahésd atau kapal asing yang
digunakan untuk mengangkut obyek pertanggungan raemperaturan perundang-
undangan tidak boleh diperdagangkBasél 599 KUHD).

H. Berakhirnya Asuransi
1. Jangka Waktu Berlaku sudah habis;
Asuransi biasanya ditentukan jangka waleidakunya.

2. Perjalanan berakhir;
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Terkait apabila berupa asuransi pengaagkatau yang terkait dengan perjalanan.

3. Terjadi Evenemen diikuti klaim;
Terjadi evenemen sebagaimana yang dicdami dalam polis dan Penanggung akan
melakukan pembayaran ganti kerugian.

4. Asuransi Berhenti atau Dibatalkan;
Asuransi berhenti karena kesepakatangbek, atau karena terpenuhinya syarat batal
dan dibatalkan.

5. Asuransi Gugur

Biasanya dalam Asuransi Pengangkutan psithek terjadi pengangkutan.

. SANKSI
Terhadap pelanggaran ketentuan yang dilakukan Bgoag dan Tetanggung dapat
dikenakan sanksi berupa:

1. Sanksi Administratif, (berlaku hanya untuk perusahg@erasuransian, bukan pada

tertanggung); dan

2. Sanksi Pidana.
1. Sanksi Administratif
Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memkatdrnituan dalam Peraturan
Pemerintah No.73 tahun 1992 tertanggal 30 Oktol&2 ltentang Penyelenggaraan
Usaha Perasuransian (“PP No0.73/1992") serta paratyelaksanaannya yang
berkenaan dengan:
Perizinan usaha;
Kesehatan keuangan;
Penyelenggaraan usaha,;

Penyampaian laporan;

a kr 0N e

Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi attangepemeriksaan langsung;
dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasaatkagisaha dan sanksi pencabutan
izin usahaRasal 37 PP N0.73/1992).

Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 37, maka terhadap:

1. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuranstigakgnenyampaikan laporan
keuangan tahunan dan laporan operasional tahunamnatda tidak mengumumkan
neraca dan perhitungan laba rugi, sesuai dengagkgamvaktu yang ditetapkan,
dikenakan denda administratif Rp. 1.000.000.00u($atta Rupiah) untuk setiap hari

keterlambatan;
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2. Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan PidRaaguransi yang tidak
menyampaikan laporan operasional tahunan sesuagadefangka waktu yang
ditetapkan dikenakan denda administratif Rp. 500.0@na ratus ribu Rupiah) untuk
setiap hari keterlambataRgsal 38 PP No0.73/1992).

2. Sanks Pidana
Sanksi pidana dikenakan pada kejahatan perasunayai diatur dalam Pasal 21 UU
Asuransi, berikut ini:
a. Terhadap pelaku utama
Orang yang menjalankan atu menyuruh menjalankahaug@rasuransian tanpa izin
usaha, menggelapkan premi asuransi, menggelapkamgamle cara mengalihkan,
menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak kek&easahaan Asuransi Kerugian
atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau perusahaanr&®easuiancam dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan depadiag banyak Rp. 2.500.000.000
(dua milyar lima ratus juta Rupiah).
b. Terhadap pelaku pembantu
Orang yang menerima, menadah, membeli, atau mengaguatau menjal kembali
kekayaan perusahaan hasil penggelapan dengan eraeblt yang diketahuinya atau
patut diketahuinya bahwa barang—barang terseblalaétekayaan Perusahaan Asuransi
Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau PearsdReasuransi, dianjam dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dgmalang banyak Rp. 500.000.000
(lima ratus juta Rupiah).
c. Terhadap pemalsu dokumen
Orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama—saglakukan pemalsuan atas
dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perus@sa@ansi Jiwa atau Perusahaan
Reasuransi, diancam dengan pidana penjara pahmag 3atahun dan denda paling banyak
Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).
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BAB IV
RESIKO, EVENEMEN DAN GANTI
KERUGIAN

A. Pengertian Resiko

Resiko diartikan sebagai berikilt

a.

ketidakpastian suatu peristiwa yang menimbulkarudian ekonomis atau keadaan
yang memburuk,

ketidakpastian suatu peristiwa dalam waktu tertemdmgakibatkan kegagalan dalam
mencapai target yang sudah direncanakan,

jika resiko menimpa aset maka nilai ekonomis asestebut akan berkurang bahkan

hilang/lenyap.

Karakteristik resiko

Karakteristik resiko terdapat beberapa macam atdara

1.

pure risk (resiko murni), yaitu akibat suatu peristiwa harsgkali yaitu kerugian
finansial,

speculative risk (resiko spekulatif), yaitu akibat suatu peristigrdapat dua hal
kerugian dan keuntungan.

Tidak semua resiko dapat diasuransikan, hanyaaesikni yang bisa diasuransikan.
Resiko spekulatif tidak dapat diasuransikan.

dinamis risk (resiko dinamis) merupakan resiko yang terdapaardabisnis yaitu
antara lain ulah manusia (keamanan, kesehatarkuliggn kerja), ulah tehnologi
(gagal membuat produk), ulah manajerial (perubaetera konsumen), ulah ekonomi
(inflasi), ulah politik (terorisme).

Saties risk (resiko statis) merupakan juga resiko yang terddptam bidang bisnis
yaitu terdapat beberapa sebab : manusia (sakieraegerampokan), tehnis (alat
rusak), hukum (tanggung jawab produk) dan lingkan@gmpa bumi, banjir, gunung

meletus, sunami, air laut pasang).

Resiko dapat diasuransikan apabila :

1.
2.

Kapan terjadinya tidak dapat dipastikan sebelumnya,

Jika terjadi, pasti menimbulkan kerugian yang lisalai dengan uang (Pasal 268
KUHD),

Terjadinya tiba-tiba,

Yibid.
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Tanpa direncanakan,
Terdapat upaya untuk mengindari/melakukan pencegaha

Dapat dilihat secara fisik,

N o g A

Bisa juga tidak terlihat yaitu hilangnya keuntungamg diharapkan sebagai dampak
dari terjadinya kejadian.

8. Memenuhi hukum bilangan besar.

B. Evenemen

Evenemen berasal dari kata Belanda, yaitu evenemganyg berarti peristiwa tidak pasti,
sedangkan bahasa inggrisnya adalah fortuitous ekz@enemen tidak dapat dipastikan dan
diharapkan terjadinya. Pasal 251 KUHD menyatakdmbaevenemen adalah peristiwa yang
menurut pengalaman manusia normal tidak dapat tthkpasterjadi, atau walaupun sudah
pasti terjadi, saat seandainya itu tidak dapatntlitean dan juga tidak diharapkan akan
terjadi, jika terjadi akan mengakibatkan kerugi@®alam hal ini unsur-unsur evenemen
adalah :

a. Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian;

b. Terjadinya itu tidak diketahui, tidak dapat digiksi terlebih dahulu;

c. Berasal dari faktor ekonomi, alam dan manusia;

d. Kerugian terhadap diri, kekayaan, dan tangganglp seseorang.

Jenis evenemen ditentukan oleh Penanggung damgguiag di dalam Polis dan harus ada
hubungan antara evenemen dan kerugian yang dialamiTertanggung (Teori Kausalitas)

serta adanya keseimbangan antara ganti kerugigadgembayaran premi.

C. Asas Subrogasi

Pasal 284 KUHD menyatakan bahwa Penanggung yaatgetmbayar ganti rugi atas benda
yang diasuransikan menggantikan Tertanggung dadgala hak yang diperolehnya terhadap
pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersatan Tertanggung bertanggung jawab
untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan ha&riggung terhadap pihak ketiga itu.
Penggantian tersebut harus memenuhi 2 syarat :

a. Tertanggung mempunyai hak terhadap Penanggumigdeadap Pihak ketiga;

b. Adanya hak tersebut karena timbul kerugian dlpbebuatan pihak ketiga.

Sehingga apabila Tertanggung telah mendapatkangpatign dari pihak ketiga, maka
Tertanggung tidak diperbolehkan mendapatkan petiggagari Penanggung dan sebaliknya.

Asas ini dirumuskan di dalam Polis.
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Adapun tujuan asas ini adalah :
a. Mencegah tertanggung memperoleh ganti kerugeehim hak sesungguhnya;

b. Mencegah pihak ketiga membebaskan diri dari kbaauntuk membayar ganti kerugian.
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BABV
ASURANSI RANGKAP DAN
REASURANS

A. Asuransi Rangkap

Pasal 252 KUHD menyatakan bahwa kecuali dalam dnad) yliuraikan oleh ketentuan
undang-undang, tidak boleh diadakan pertanggungdmk uvaktu yang sama dan untuk
bahaya yang sama atas barang-barang yang telatiadigpgungkan untuk nilainya secara
penuh, dengan ancaman kebatalan terhadap pertayjaggkedua.

Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk pertanggungang nilainya
dipertanggungkan secara penuh tidak boleh diadpkeanggungan yang kedua kali, sebab
apabila hal itu terjadi, maka pertanggungan yarduéiebatal. Sebab pertanggungan yang
kedua inilah yang disebut dengadiotible insurance”. Hal tersebut dikarenakan mencegah
Tertanggung untuk mendapatkan ganti kerugian mualetiiai benda sesungguhnya karena
melanggar asaslemnitas.

Apabila terdapat dua pertanggungan untuk obyekaasuyang sama, maka berlaku
Pasal 277 KUHD, vyaitu pertanggungan yang kedua dbatial, kecuali apabila pada
pertanggungan pertama tidak ditanggung secara penaka pertanggungan kedua hanya
akan menanggung selebihnya saja. Sedangkan untolbukéannya dilakukan oleh
Tertanggung dapat hal kedua Penanggung tidak mengsiipa Penanggung kedua.
Sedangkan Tertanggung tidak akan mendapatkan péadjam premi, dikarenakan bahwa
perjanjian rangkap telah dilarang oleh Pasal 252HRU sehingga ada indikasi bahwa
Tertanggung tidak beritikad baik, sehingga tidakus¢ dengan Pasal 281 KUHD, dan
Penanggung kedua tidak perlu mengembalikan premi.

Pasal 278 KUHD mengatur mengenai dalam satu pgytengan dengan obyek yang
sama, maka akan ada lebih dari Penanggung, habtdrslinyatakan di dalam satu Polis.
Para Penanggung tersebut bekerja secara tanggotegmgedengan perimbangan yang juga
telah ditentukan di dalam Polis.

Pasal 279 KUHD melarang Tertanggung membebaskaanggung pada asuransi
yang terjadi terlebih dahulu, kemudian membebankawajiban kepada Penanggung
berikutnya. Jika Tertanggung melakukan hal yangikbsrya, maka dia dianggap
menggantikan kedudukan Penanggung dan jika terdgretnggung baru, maka Penanggung

baru tersebut menggantika Penanggung yang sebedumny
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Pasal 280 KUHD merupakan pertanggungan rangkag ydak dilarang oleh aturan
perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan asuraridak termasuk sebagai asuransi
rangkap, itu dikarenakan di dalam polis, telah ggrgikan secara tegas, Penanggung kedua
hanya akan melakukan pembayaran hanya apabila ¢ggmap terdahulu tidak dapat
melaksanakan pembayaran ganti kerugian. Asurang gamikian disebut dengan Asuransi
Solvabilitas. Pada asuransi solvabilitas, kepeatinga adalah kemampuan membayar
Penanggung terdahulu, sedangkan pada Penangguladpukr kepentingannya adalah hak
milik jangan sampai lenyap atau berkurang. Tujuanagalah untuk menjaga kemungkinan

Penanggung tidak dapat melakukan pembayaran gamijilan apabila terjadi evenemen.

B. Reasurans (Asurans Ulang)
Jasa Pertanggungan Ulang diatur dalam UU no 40rTra014, yaitu:

1. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggurgantethadap risiko yang dihadapi
oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjamisanp@tusahaan reasuransi lainnya
(Pasal 1.7 UU no 40 Tahun 2014).

2. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengeld&anberdasarkan Prinsip Syariah
atas risiko yang dihadapi oleh perusahan asuramsial, perusahan penjaminan
syariah, atau perusahaan reasuransi syariah laififgsal 1.10. UU no. 40 Tahun
2014).

Sedangkan di dalam KUHD, Reasuransi diatur di d&asal 271 KUHD, yaitu Penanggung

selalu dapat mempertanggungkan lagi segala hal tealy dipertanggungkan olehnya. Hal

tersebut memiliki arti bahwa Perusahaan Reasurasiah Penanggung dari Perusahaan
Asuransi, sedangkan obyek pertanggungannya adapkniingan Perusahaan Asuransi
dalam melakukan Perjanjian Pertanggungan dengamanbgung, sehingga tidak termasuk

dalam Asuransi Rangkap.

Meskipun demikian Reasuransi tidak sama denganafisuSolvabilitas, yaitu :

a. Asuransi Solvabilitas yang mengasuransilkatalah Tertanggung, sedangkan dalam

Reasuransi adalah Penanggung;

b. Dalam Asuransi Solvabilitas kepentingan ad&aktldakmampuan Penanggung terdahulu,

sedangkan dalam Reasuransi adalah tanggungReveinggung.

C. Manfaat Perjanjian Reasurans :
a. Reasuransi meringankan Beban Penanggung

Reasuransi memungkinkan Penanggung membdsen kepada tertanggung dalam hal
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terjadi evenemen yang menimbulkan kerugiadangkan Penanggung khawatir tidak
mampu melakukan pembayaran ganti kerugian.

b. Reasuransi Penyalur dan Penyebar Resiko
Penanggung dapat melakukan perjanjian Reasiuranya untuk jumlah sebagian kepada

para Penanggung Ulang (Reasuransi), sehingganggung melakukan penyebaran resiko.

D. Polis Reasuransi

Polisnya diatur dalam Pasal yang sama dengan pslisansi, hanya saja ada beberapa
perbedaan, yaitu pada pembukaan polis, terdapagapembukaan:

Being reinsurance subject to the same clauses and conditions as the original policy and to
pay as may be paid thereon

Klausula tersebut menunjukkan bahwa kedua polsebert bersambung, baik persyaratan
ataupun dalam penggantian kerugian, dalam artiaajkgan Penanggung adalah kewajiban

Penanggung Ulang, demikian pula dengan jumlah pganba ganti kerugian.
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BAB VI
ASURANSI KERUGIAN

Pasal 247 KUHD menyebutkan beberapa jenis asunzisi, :
1. Asuransi terhadap bahaya kebakaran, diatur dalssal 87 sampai dengan 298
KUHD;
2. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasihaaryang belum dipanen diatur
dalam pasal 299 sampai dengan pasal 301 KUHD;
3. Asuransi terhadap segala bahaya laut diatur dalasal 192 sampai dengan 685
KUHD;
4. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di dara perairan darat diatur
dalam pasal 686 sampai dengan 695 KUHD.
Pasal 247 KUHD tersebut tidak membatasi tumbuhngeam asuransi-asuransi yang baru,
karena pada pasal tersebut tercantum kata “arstara® Adapun asuransi yang tidak diatur
di dalam KUHD adalah :
1. Asuransi Kendaraan Bermotor;
2. Asuransi Kredit;
3. Asuransi Tanggung Jawab;
4. Asuransi Kecelakaan.
Adapun pengaturan tentang asuransi-asuransi yalagg tliatur itu maka pengaturannya
berdasarkan asuransi umum dan Pasal 1338 BW,atasudasar kesepakatan dan perjanjian.
A. Pembagian Asuransi
1. Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dggalnebesar, yaitu :
a. Asuransi Kerugian yang terdiri dari :
- Asuransi Kebakaran;
- Asuransi Kendaraan Bermotor;
- Asuransi laut;
- Asuransi Pengangkutan;
- Asuransi Kredit.

b. Asuransi Jiwa yang terdiri dari :

¥Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang. 2004. Hukum Asuransi, Cet lll. Bandung : PT. Alumni.
h. 46.
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- Asuransi Kecelakaan;
- Asuransi Kesehatan;
- Asuransi Jiwa Kredit.
2. Jenis Asuransi berdasarkan berlakunya :

a. Asuransi yang penutupannya bersidtarela, misalnya kebakaran, kecelakaan,
kendaraan bermotor, pengangkutan éeut;ansi jiwa.

b. Asuransi yang penutupannya bersiajib, misalnya pertanggungan wajib
kecelakaan lalu lintas, jaminan sosial

3. Empat bagian pembagian Asuransi :

1. Asuransi jiwdife insurance), kemampuan untuk mendapat penghasilan betela
mengalami musibah atau memasuki mpeesiun. Unsurnya adalah proteksi dan
investasi. Pengelolaan oleh swastaipun pemerintah. Masa berlakunya kontrak
asuransi ini antara lain :

a. Akta kontrak O - 1 tahun untuk asuransi kesehdan asuransi kecelakaan;
b. Akta kontrak > 1 tahun untuk asuransi pena@idj bahkan sampai usia nasabah
mencapai 90 tahun.

Jenis resiko yang ditanggung antara lain : meninglymia, sakit, cacat dan

pendapatan tetap setelah pensiun.

2. Asuransi umungéneral insurance), kemampuan untuk mendapatkan ganti kerugian
atau penghasilan setelah mendapatkambatu Unsurnya hanya proteksi kepentingan
Pengelolaan oleh swasta maupun peraéiriMasa berlakunya kontrak antara lain,

beberapa jam untuk asuransi uang, beberapa haggmiantuk asuransi perjalanan

dan asuransi kargo, sampai 12 bulan atau lebilkwaguransi kebakaran dan asuransi
kendaraan. Resiko yang ditanggung antara lain ugkan finansial, akibat sakit,
akibat meninggal.

3. Asuransi Sosiabgcial insurance) ialah kemampuan untuk mendapatkan penghasilan
setelah mengalami musibah. Unsurnya hanyelsiokepentingan yang dikelola oleh
pemerintah. Masa berlaku mulai beberapa m&mimpai puluhan tahun. Resiko yang
ditanggung antara lain : meninggal dursakit, cacat, pendapatan tetap setelah
pensiun. Misalnya : asuransi kesehatan,rgsarja dan BPJS,

4. Asuransi Kesejahteraan Sossakc{al security insurance) pengaturan dalam undang-
undang no.11 tahun 2009 tentang kesejahte@aal. Asuransi ini diperuntukkan
khusus masyarakat tidak mampu.
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Perbedaan Asuransi Kerugian dan Asuran

si Jiwa

Asurans Jiwa

Asurans Kerugian

Adanya unsur tabungan dari premi

dibayarkan, jika sampai waktu pertanggun

selesai tidak jadi musibah, maka perusah

asuransi tetap membayarkan sejumlah U

seperti yang tertera dalam perjanjian awal.

Y3

yaibayarkan , jika sampai waktu pertanggun

tidak memberikan

alguransi

sejumlah uang kepada tertanggung.

amiesal tidak jadi musibah, maka Perusah

pembayal

ngdak ada unsur tabungan dari premi yang

jan
aan

an

Jumlah uang santunan dari

Asuransi telah ditetapkan pada awal perjaniji

perusah

alumlah

pAsuransi akan ditentukan oleh nilai kerug

uang santunan dari

yang diderita setelah musibah terjadi.

perusah

aan

an

Contoh :
a. Asuransi Hari Tua

b. Asuransi Pendidikan

c. Asuransi Kesehatan

Contoh :

a. Asuransi Kebakaran

b. Asuransi pengangkutan

c. Asuransi Kendaraan bermotor
d. Asuransi Kapal

e. Asuransi Aneka

B. Asurans Kebakaran

Polis asuransi kebakaran harus dibuat dalam pafg khusus, yang harus memenuhi syarat-

syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 256 asa& @87, yaitu syarat yang terkait

dengarobyek. Diantara syarat yang ditentu

kan dalam pasal #8@¥ah sebagai berikut :

1. Letak dan barang tetap yang dipertanggungkan;

Setiap benda harus jelas terletak di

mana dan tesdoadengan apa.

2. Penggunaannya;
Harus jelas dipakai untuk apa, syarat pemakaianpgéaggunaanya ini berhubungan
dengan syarat perubahan resiko yang berhubungagadeRasal 293 KUHD.
Akibatnya jika terjadi kebakaran yang menimbulkagrugian, Penanggung tidak
berkewajiban membayar ganti kerugian.

3. Sifat dan penggunaan bangunan-bangunan yang bsabatselama hal itu dapat
mempunyai pengaruh terhadap pertanggungannya;

4. Nilai barang yang dipertanggungkan;

Tidak semua barang dapat diketahui harganya, teeutarkait dengan benda yang

memiliki perubahan harga, oleh karena itulah hedeteut dapat dicantumkan atau

tidak (tidak ada kewajiban).
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5. Letak dan batas bangunan dan tempat, dimana barfaegerak yang
dipertanggungkan berada, disimpan at&wmpuk.

Keterangan yang jelas mengenai benda obyek aslerakaran ada hubungannya dengan

riko terkait dengan jumlah premi yang akan dibayah Tertanggung.

Janji pembangunan kembali atau perbaikan gedung itu maksimum sebesar juagaransi

(Pasal 288 ayat 1 KUHD), Dalam hal penggantian diary harus dihitung perbedaan nilai

gedung sebelum terjadi evenemen dengan nilai gedasgdah evenemen. Ganti kerugian

tersebut harus dibayar tunai (Pasal 288 ayat 2 KJJHD

Pasal 288 ayat 3 mengatur “dalam hal ada perjap@nbangunan kembali” penanggung

wajib membangun kembali atau mengawasinya, makarfggang memiliki hak untuk

mengawasi pembangunan tersebut kalau perlu ditemtuteh hakim. Atas permintaan

Penanggung hakim dapat membebani Tertanggung umerkberi jaminan secukupnya

bilamana ada alasan untuk itu.

Pasal 289 KUHD, asuransi kebakaran dapat diadag@agath jumlah penuh atas benda yang

diasuransikan. Dalam hal diadakan janji untuk mergba kembali jika terjadi kebakaran,

tertanggung dapat memperjanjikan bahwa biaya-byays diperlukan untuk pembangunan
kembali itu akan diganti oleh Penanggung. Akarpietaaya pembangunan kembali itu tidak
boleh melebihi % (tiga perempat) dari jumlah assiran

Terkait dengan evenemen, kerugian dan kerusakan yang menimpa barang yang

dipertanggungkan karena:

a. cuaca yang sangat buruk atau peristiwa lain;

b. apinya sendiri;

c. kelalaian;

d. kesalahan atau kejahatan pelayan, tetanggayhmperampok, dan lain-lainnya dengan
nama apapun terjadi kebakaran itu, direncanat@antidak direncanakan, biasa atau tidak
biasa, tanpa ada yang dikecualikan (Pasal 2990X);

Selain itu, kerugian yang diakibatkan oleh akibelbdkaran, seperti misalnya barang-barang

yang dipertanggungkan berkurang atau membusukn&aaie atau alat lain yang digunakan

untuk menahan atau memadamkan kebakaran itu, @dengmya sesuatu dari barang itu

karena pencurian, atau sebab lain, selama pemadahakaran atau penyelamatannya; juga
kerusakan yang disebabkan oleh penghancuran sey@ubltau sebagian barang yang
dipertanggungkan, yang terjadi atas perintah pibtdsan untuk menahan menjalarnya
kebakaran yang terjadi (Pasal 291 KUHD).
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Demikian pula kerugian yang disebabkan oleh ledakesiu, ketel uap, sambaran petir, atau
sebuah lainnya, meskipun meledaknya, pecahnya saaparan itu tidak mengakibatkan
kebakaran, disamakan dengan kerugian yang disebalidda kebakaran (Pasal 292 KUHD).
Apabila terdapat perubahan peruntukkan dan menkebalperubahan resiko yang
menyebabkan kemungkinan kebakaran lebih besar gmabila telah ada sebelum
dipertanggungkan sama sekali atau tidak atas dasamat yang sama maka berhentilah
kewajibannya (Pasal 293 KUHD).

Penanggung tidak perlu membayar ganti kerugiani@p@bmembuktikan bahwa kebakaran
itu disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Bestanggung sendiri (Pasal 294 KUHD).
Tanpa pembuktian, sesuai Pasal 273 KUHD, PasaKPJHD, dan Pasal 275 KUHD, hakim
dapat meminta Tertanggung untuk bersumpah dan ie@ruihitung menurut nilai barang-
barang yang ada waktu ada kebakaran (Pasal 295 KUHD

Apabila bangunan dibebani jaminan, maka nilai pggangan akan sampai pada jumlah
utang dan bunga sehingga perlu adanya perhitungati gugi yang terhutang dengan
pemegang hak jaminan, apabila pemegang hak janmmamperolak keuntungan bila tidak
terjadi kerugian.

Asuransi Rangkap :

Tertanggung harus memberitahukan kepada Penangggatp Pertanggungan lain atas harta
benda dan atau kepentingan yang sama. Jika tidakditanggung oleh Tertanggung.

Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia juga umerfahwa jika ada perubahan atau
perombakan atas harta benda yang dipertanggungkanatas tempat dimana harta yang
dipertanggungkan disimpan, sebagian atau selurubdipgrgunakan untuk keperluam lain
atau kalau barang tersebut disimpan disana resio anenjadi lebih besar, maka 7 hari
setelah perubahan Tertanggung wajib memberitahukepada Penanggung. Maka
Penanggung berhak untuk tetap meneruskan Pertag@guengan menaikkan premi atau

tidak meneruskan dengan mengembalikan Premi tgphBeldanggung.

C. Asurans terhadap kerugian hasil Pertanian yang belum dipaneni

Polis asuransi kerugian hasil Pertanian yang balipaneni harus dibuat dalam polis yang
khusus, yang harus memenuhi syarat-syarat sebagmaiditentukan dalam pasal 256 dan
pasal 299 KUHD, yaitu syarat yang terkait dengaye&b Diantara syarat yang ditentukan
dalam pasal 299 KUHD adalah sebagai berikut :

1. Letak dan batas-batas tanah yang hasilnya dipeytsggan;

2. Penggunaannya.
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Jangka waktu harus ditentukan, sebab apabila @dak dianggap hanya untuk 1 tahun
(Pasal 300 KUHD). Pasal 301 menyaratkan adanyatpegan untuk nilai hasil pada waktu
dipanen atau dinikmati tanpa becana, dan seteladaba dengan pembayaran ganti rugi dari

selisihnya.

D. Asurans Laut

Asuransi Laut merupakan pelopor dari segala jesusasmsi. Asuransi Laut di dalam KUHD

diatur secara jelas, terperinci dan luas hinggih léari 25 Pasal, diantaranya adalah :

a. Buku | Bab IX Pasal 246 KUHD - Pasal R&6HD tentang Asuransi pada umummya
sejauh tidak diatur dengan ketentuan khusus;

b. Buku Il Bab IX Pasal 592 KUHD — Pasal 685 KUHintang Asuransi Bahaya Laut, dan
Bab X Pasal 686 KUHD - Pasal 695 KUldhtang Asuransi Bahaya Sungai dan
Perairan Pedalaman;

c. Buku Il Bab XI Pasal 709 KUHD Pasal 721 KUHDtsrgAvarai;

d. Buku Il Bab XII Pasal 744 KUHD tentang Beraklyamperikatan dalam Perdagangan laut.

Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance) naiap suatu Perjanjian Pertanggungan

(Contract of Indemnity) antara Penanggundgngurer) dan Tertanggungagsuer) atas

kepentingan yang berhubungan dengan kapal sebggiemgangkut dan barang sebagai

muatan kapal dari kemungkinan resiko kerusakan &&ugian yang diakibatkan oleh
bahaya-bahaya lautméritime perils) atau bahaya lain yang berhubungan dengan bahaya
laut. Adanya kemungkinan kepentingan dan tanggawglp dari pihak lain atau pihak ketiga
baik sebagai penyebab kejadian ataupu sebagai rkdkbgdian yang mengakibatkan
kerugian. Sehingga dalam penyelesaian klaim, semedjbatkan banyak pihak, seperti
surveyor, serta pihak yang bertanggung jawab teqhaeéristiwa tersebut, seperti pelayaran,
perusahaan bongkar muat, pengangkutan, pengeloimé pelabuhan dan pihak lainnya.

Selain Pasal 256 KUHD, maka Pasal 592 KUHD mewajiolis :

1. nama Nahkoda, nama Kapal, dengan menyebutkan mgeaahkmn pada pertanggungan

kapalnya, penyitaan apakah kapal itu terbuat dayukcemara, atau keterangan bahwa

Tertanggung tidak mengetahui tentang keadaan itu;

tempat barang-barang dimuat atau harus dimuat;

pelabuhan tempat kapal seharusnya berangkat, atas herangkat;

pelabuhan atau pantai tempat kapal harus memuatregmbongkar;

pelabuhan atau pantai yang harus disinggahi kapal;

S

tempat permulaan berlangsungnya bahaya yang mdighdn penanggung;
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7. nilai kapal yang dipertanggungkan.
Apabila Tertanggung tidak mengetahui mengenai kapaha yang akan memuat barang-
barang tersebut, pernyataan nakhoda atau kapél @ikkn dijadikan syarat, asalkan dalam
polis diterangkan ketidaktahuan Tertanggung tenteaigtu, beserta pernyataan tanggal dan
penandatanganan surat pengantar atau surat tugmalkhir, kepentingan ini hanya untuk
waktu tertentu (Pasal 595 KUHD).
Apabila Tertanggung tidak mengetahui barang apayhkigmkan, maka akan dituliskan
“barang-barang” akan tetapi hal tersebut tidak &suk emas dan perak dalam bentuk mata
uang, batangan emas dan perak, permata, mutiatapathiasan-perhiasan, dan keperluan-
keperluan perang (Pasal 596 KUHD).
Jenis Asuransi Laut, meliputi :
1. Marine Cargo Insurance, yaitu asuransi yang mempertanggungkan barang dan

kepentingan yang ada didalamnya :

a. Cargo, harga beli barang itu sendiri;

b. Freight, biaya pengiriman atau ongkos kapal;

c. Forwading Expenses, ongkos pembongkaran damupesamn barang;

d. Premi Asuransi;

e. Imaginary Profit, keuntungan yang diharapkan;

f. Cash in Transit.
2. Marine Hull and Machinary Insurance, yaitu asuransi atas kapal dan kepentingan yang

melekat di dalamnya, meliputi :

a. Kepentingan dari pemilik kapal akibat dari rusak kapal serta kerugian-kerugian

lainnya

yang langsung diderita pemiliknya.
b. Kerugian pemilik kapal akibat tanggung jawanygpdda pihak lain yang terjadi
selama ia
mengoperasikan kapalnya.

Pasal 593 KUHD menyatakabyek adalah :
a. Tanpa penunjukan :

- Badan dan lunas kapal, kosong atau bermpdiaersenjatai atau tidak, berlayar baik

sendirian atau bersama-sama dengan kapal lai

- Alat-alat perlengkapan dan tali-temali;

- Alat-alat perlengkapan perang;

b. Dengan penunjukan :

44



- Bahan makanan, dan pada umumnya sbraya yang telah dikeluarkan untuk kapal
itu, sampai kepada penurunan kapal ke laut;

- Barang-barang muatannya,

- Keuntungan yang diharapkan;

- Biaya angkutan yang akan diperoleh;

- Bahaya perbudakan.

Pasal 594 KUHD mengatur, bahwa :

- pertanggungan dapat diadakan pada Wwesen atau sebagian barang, bersama-sama
atau sendiri baik dalam keadaan damai@ddbam waktu perang, sebelum atau selama
perjalanan kapal;

- untuk perjalanan pergi - pulang, untuk saatu dari kedua itu; untuk seluruh perjalanan,
atau untuk waktu tertentu;

- untuk semua bahaya laut;

- untuk berita baik dan buruk.

Masa Berlakunya Pertanggungan

1.

Pasal 624 KUHD menyatakan apabila Pertanggumydai berjalan bagi Penanggung saat
nahkoda mulai dengan pemuatan barang-bararangdagatau apabila ia diwajibkan untuk
berangkat hanya dengan membawa bahan pempadatsaat dimulainya memuat bahan
tersebut.

. Pasal 625 KUHD dalam pertanggungan yang disebutkng lalu bahaya bagi pihak yang

menanggung berakhir dalam jangka waktu (2@ setelah barang-barangnya yang
dipertanggungkan sampai di tempat tujuan, at@bih cepat beberapa hari setelah
barang-barang sampai di tempat tujuan, ataarsélari lebih cepat setelah barang-barang

muatan dibongkar.

. Pasal 626 KUHD dalam halnya sebuah kapal dipggiangkan untuk sebuah perjalanan

pergi-pulang, atau untuk lebih dari suptrjalanan, maka pihak yang menanggung,
selama itu menanggung bahaya sampai 21 $emenjak diselesaikannya perjalanan
terakhir, atau beberapa hari lebihatsptelah barang-barang muatan terakhir setelah

dibongkar.

. Pasal 628 KUHD, jika yang diasuransikan itu akdddarang-barang dagangan atau barang-

barang lainnya, maka bahaya itu berlangsterus tanpa henti, meskipun nakhkoda
dengan terpaksa melakukan pelabuhan daMesmbbongkar muatan dan memperbaiki

kapalnya di situ, hingga perjalanannya dihemtikecara sah oleh pihak yang ditanggung
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diberikan perintah untuk tidak lagi memuat bgrdarangnya ke kapal, ataupun pelayaran
itu diselesaikan sama sekali.

5. Pasal 629 KUHD jika nakhoda atau pihakgyditanggung atas barang-barang, karena
alasan-alasan yang sah tidak dapahbongkar muatan dalam jangka waktu seperti
ditetapkan Pasal 627 KUHD, sedangkan merekak berlangsung sampai saat selesainya
dibongkar barang-barang tersebut.

6. Pasal 630 KUHD, Pertanggungan untuk meoieuang dari biaya angkutan. Bahaya
bagi Penanggung mulai berlangsung sejak saanhgdoarang dan barang-barang dagangan
yang biaya angkutannya telah dibayar,htedanuat ke dalam menjadi busuk atau akan
menulari barang-barang lainnya.

7. Pasal 632 KUHD, apabila perjalanan dihentikamadggung mulai menanggung terhadap
bahaya, maka bahaya ini tetap berjalamndddalnya pertanggungan atas barang-barang
selama lima belas hari, dan dalam halnya pggiamgan atas kapalnya, selama dua puluh
satu hari setelah terjadinya penghentian @avgal tadi, ataupun sekian hari lebih dahulu
sekedar barang-barang dagangan dan baranggdanmamya telah selesai dibongkarnya.

8. Pasal 615 KUHD, menyatakan bahwa dapat diadakgnpertanggungan atas keuntungan
yang diharapkan, sehingga harus dibuatkacana perkiraan tersendiri pada polisnya
dengan penyebutan tersendiri atas bararapfanana hal itu dilakukan. Bila tidak ada
maka Pertanggungannya batal. Pasal 62HOKWnhenyatakan bahwa keuntungan yang
diharapkan dibuktikan dengan daftar harga yhakui resmi, atau bila hal itu tidak ada,
dengan anggaran para ahli, yang akan mekken keuntungan yang selayaknya akan
dihasilkan di tempat tujuan oleh barang-bgrngang dipertanggungkan, bila tiba dengan
selamat. Pasal 633 KUHD menyatakan waktu ndaai berakhirnya bahaya dalam hal
keuntungan yang diharapkan akan didapat adséama dengan waktu yang ditentukan
untuk itu. Akan tetapi, apabila tiba dengatamat maka Penanggung cukup membayar
jumlah yang lebih kecil. Pasal 634 KUHD dalaegala pertanggungan kedua belah pihak
bebas untuk membuat persyaratan-persyaraianténtang permulaan dan akhir waktu
yang tepat tentang adanya bahaya.

Nilai Barang dalam Asuransi Laut:

1. Pasal 612 KUHD, barang-barang boleh dipgganggan untuk nilai sepenuhnya pada
waktu dan di tempat pengiriman, dengan semaygahiya sampai di kapal, termasuk di situ
Premi Pertanggungan, tanpa dapat dituntuikuninemberikan rencana perkiraan tiap

barang tersendiri.

46



2. Pasal 613 KUHD adalah nilai sesungguhnya lgabamnang yang dipertanggungkan boleh
dinaikkan dengan biaya angkutan, bea-bea mdesmukiaya-biaya lain yang pada waktu
tibanya perlu sekali harus dibayar.

3. Pasal 614 KUHD, kenaikan yang diuraikan dalasaPgang lain, tidak mengikat, apabila
yang dipertanggungkan tidak sampai di tempaiah, sepanjang karena itu pembayaran
biaya angkuta, bea-bea masuk dan biaya-b@yaya hapus seluruhnya atau sebagian.
Akan tetapi bila biaya angkutan menurut perganyang diadakan sebelum keberangkatan
kapal harus dibayar terlebih dahulu, maka pgdgangannya tidak berubah.

4. Pasal 616 KUHD, biaya angkutan dapat dipertangian untuk jumlah sepenuhnya.

5. Pasal 617 KUHD, bila kapal karam atau kanoeka pertanggungannya akan dikurangi
dengan jumlah biaya perjalanan yang harusyditsan oleh nakhoda atau pemiliki kapal,
kurang dari yang seharusnya.

6. Jumlah pertanggungan dapat dikurangi barkas keputusan pengadilan berdasarkan
para ahli (Pasal 619 KUHD):

1. Apabila kapal memiliki nilai yang lebih readddari harga pembelian, baik karena umur
atau perjalanan;

2. Apabila kapal ketika mengalami peristiwakighasti, dipertanggungkan untuk lebih dari
satu pertanggungan, akan tetapi hanya fa@ngatu perjalanan saja.

7. Pasal 620 KUHD, nilai pertanggungan dihitung a@lasar berapa barang yang dikeluarkan
ditambah dengan biaya pengangkutan.

8. Pasal 623 KUHD, bahwa jumlah biaya angkutabuldikan dengan carter - partai atau

konosemen-konosemennya.

Perkecualian atas kapal yang sudah atau yang belum berangkat :

1. Pasal 603 KUHD, Pertanggungan boleh diadakankafaal-kapal dan barang-barang yang
sudah berangkat, asalkan di dalam polis dikgatasaat keberangkatan kapal itu tanpa
sepengetahuan pihak ketiga, dan aphbiltersebut diadakan oleh pihak ketiga tanpa
adanya pemberian amanat.

2. Pasal 605 KUHD,pertanggungan dapat diadakark datoal yang belum datang ke tempat
dimana terjadinya Pertanggungan apabila tetgerayataan ketidaktahuan Tertanggung .

Hak dan Kewajiban Para Pihak :
1. Pasal 635 KUHD menyatakan apabila Perjalanagntikan sebelum Penanggung mulai

menghadapi bahaya, premi tidak usaha dibagér Bértanggung ataupun dikembalikan
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oleh Penanggung, akan tetapi Penanggung metkdaga prosen dari jumlah premi.

. Pasal 636 KUHD, apabila Pertanggungan dihentiesika sudah sampai saat Penanggung
menanggung, tetapi belum sampai padaksaal harus membongkar muatannya. Akan
tetapi Penanggung mendapatkan 1 persen dari.pre

. Terkait dengasvenemen, maka Penanggung harus memberikan ganti kerugpabila
kerugian itu diakibatkan oleh angin taufanamujlebat, pecahnya kapal, terdamparnya
kapal, menggulingnya kapal, penubrukkan, karkapalnya dipaksa mengganti haluan
atau perjalanannya, karena adanya pembuangamgbarang ke laut, karena kebakaran,
paksaan, banijir perampasan, bajak laut,#eampok, penahan atas perintah dari pihak
atasan, pernyataan perang, tindakan-tindakasbal@san, segala kerusakan yang berasal
dari kelalaian, kealpaan, atau kecurangakhoda atau anak buahnya, atau malapetaka
dari luar (Pasal 637 KUHD).

. Pasal 638 KUHD ialah kewajiban Penanggung bérhapabila haluan atau perjalanannya
diubah tanpa adanya sesuatu hal yargnaksa, dan dalam halnya pertanggungan
atas upah pengangkutan, berakhirnya kewajiban.

. Pasal 640 KUHD dan Pasal 641 menyatakan b&awanggung tidak perlu membayar
ganti kerugian Penanggung tidak begang jawab atas kecurangan nahkoda atas
perubahan nahkoda.

. Pasal 643 KUHD bahwa Penanggung tidak begiamgy jawab atas benda cair, seperti
anggur, minyak, madu, gajih, sirup, gula, dan sebagainya.

. Pasal 644 KUHD menyatakan Penanggung tidak hk&rkewajiban untuk memberikan
ganti kerugian kepada barang-barang yang mudatk atau busuk.

. Pasal 645 KUHD bahwa kewajiban Penanggung untekjaga semua kerusakan apabila
terdapat pernyataan “bebas dari kerusakan”.

. Pasal 647 KUHD bahwa Pertanggungan dengan patagadbebas dari molest”, maka
penanggung bebas dan bila barang yang diggitiaigkan musnah atau menjadi busuk
karena kekerasan, perampasan, pembajakan, gakam penahanan atas perintah dari
penguasa, pernyataan perang dan pembalasang&an pertanggungan akan hapus bila
barang yang ditanggung dengan moles, tertattan dibelokkan dari arah tujuannya akan

tetapi Penanggung tetap melakukan penanggungan.

10. Pasal 650 KUHD bahwa mewajibkan Tergamng untuk dapat membuktikan bahwa

keberangkatan kapal sesuai di dalam perjanjia
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Resko:
1. Total Loss (Kerugian lenyap semua)
Actual Total Loss yaitu bilamana atau muatan secara fisik td&atyap semuanya atau
muatannya sudah kehilangan seluruh nilainya.
Constructive Total Loss yaitu bila kapal dan muatan kehilangan selusifatnya semula
sekalipun secara fisik tidak rusak.
2. Partial Loss
a.General Average (kerugian umum) adalah kerugian dengan sengajudian atau biaya
yang sengaja dikeluarkan yang kpeatu untuk keselamatan semua pihak yang
berkepentingan.
b.Particular Average (kerugian khusus) adalah kerugian yang didetapal maupun
muatan karena kecelakaan yang menjadigtarg jawab pemiliknya, dan kerugian itu
tidak dapat diharapkan iuran atau sumbapgaggantian dari pihak lain.
- Kebakaran
Ada banyak hal yang menimbulkan kebakaaatara lain :
Akibat kecelakaan;
Akibat kesalahan awak kapal,
Akibat salah satu barang terbakar sendiri;
Akibat halilintar;

a bk w0 N

Akibat lain yang tidak dapat diketahui penyebabnya.
Sering pula ada pihak Penanggung menolak atas kg timbul, maka Penanggung
yang harus membuktikannya, untuk menghindari pgki@ran-pertengkaran yang
mungkin yang akan terjadi.
-Barraty
Kecurangan nahkoda dan atau kru kap@alk mengambil alih kapal dari pemiliknya
dan kemudian menguasainya dan meraigun atau membawa kapal tersebut ke
tempat yang tidak disetujui pemiliknya.
-Thieves
Yang ditutup, atau diberikan gantginya oleh asuransi hanyalah pencurian yang
dilakukan secara diam-diam. Resiko paaourdak termasuk pencurian biasa.
-Jettison
Jettison adalah membuang barang ke dana penyelamatan kepentiangan umum

kapal dan barang-barang lainnya.
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Mengenai resiko-resiko tersebut di atas, dapatghsikan pengelompokan resiko:

a. Resiko yang dialami sebagai suatu bengamg diakibatkan oleh alat pengangkutnya,
seperti kandas, kebocoran, tenggelam, tabraéebglik, dan lain-lain;

b. Perlakuan dalam menangani secara tidakarmggung jawab atau sembrondroug
Handling), seperti perlakuan disaat muat atau bonghehn buruh di pelabuhan atau
digudang;

c. Pencurian serta bencana di kapal, tempat pemamp@tau disaat bongkar muat;

d. Kesalahan pada bongkar muat;

e. Kemasan yang tidak memenuhi persyaratan standar;

f. Tempat penimbunan yang tidak memenuhi syarat;

g. Bahaya perang, huru-hara, kerusuhan dan pemogikelabuhan;

h. Watak pada barang itu sendiri;

i. Akibat perbaruan barang dari berbagai jenisrsgga dapat menimbulkan kontaminasi.

Klaim Asuransi Laut
Klaim dalam asuransi ialah tuntutan ganti rugi yahgjukan oleh Tertanggung kepada
Penanggung karena kepentingan yang diasurasikagataem kerugian atau kerusakan atas
barang yang dipertanggungkannya akibat dari suatistpva selama barang dalam proses
pengangkutan.
1. Prosedur Pengajuan Penyelesaian Klaim

a. Pemberitahuan kerugian;

b. Survey kerusakan dan kerugian;

c. Mengusahakan kelengkapan dokumen penduKkamg.k
2. Dokumen-dokumen pendukung klaim asuransi

a. Polis asuransi atau sertifikat asuransi;

b. Faktur dan daftar perincian barang, meligutis pengepakannya, dan sebagainya,;

c. Laporan survey;

d. Surat-menyurat dengan pihak-pihak lain ya@dnubungan dengan penyebab kerugian;

e. Dokumen klaim asuransi lainnya.

E. Asurans Pengangkutan Dar at
Dunia transportasi, khususnya transportasi darala pamumnya dipenuhi dengan
ketidakpastian. Dalam artian mungkin saja timbuike ketika melakukan transportasi,

khususnya transportasi darat adapun resiko tersebuotbawa kerugian, baik materi maupun
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immateriil (kehilangan jiwa). Akan tetapi karenangkat perekonomian Indonesia yang

rendah, maka masyarakat kurang memperhatikan gegfinasuransi, sehingga biasanya

mereka tidak menasuransikan diri mereka sendihjngga aturan perundang-undangan
mengatur mengenai Asuransi Transportasi, sebagaib®”

1. Angkutan Jalan. Pasal 45 ayat 1 UU No.Thhun 1992 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “pengusaheutargyumum bertanggung jawab atas
kerugian yang diderita oleh penumpgemggirim barang atau pihak ketiga, karena
kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan &gku

2. Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu kidi@n Angkutan Jalan secara tegas
menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermatianiggung jawab atas kerugian yang
diderita oleh pemilik barang atau pihak ketygag timbul akibat kelalain atau kesalahan
pengemudi dalam mengendalikan kendaraan bermoto

3. Untuk Kereta Api. Pasal 157 ayat (1) Nl 23 Tahun 2007 tentang Perkereta Apian
menyatakan bahwa “penyelenggara sarana paalas@an bertanggung jawab terhadap
bertanggung jawab terhadap pengguna jasg yangalami kerugian, luka-luka, atau
meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoj@rasgkutan kereta api.

Semua menyatakan mengenai tanggung jawab dari ikep@fusahaan transportasi atau

pengangkutan.

Asuransi Pengangkutan melalui darat merupakan iRgytengan yang memberikan jaminan

atau proteksi terhadap kerugian atau kerusakan cditek pertanggungan sebagai akibat

adanya bahaya-bahaya darat yang bersifat accidgatej terjadi dalam masa pengangkutan
melalui darat dengan objek pertanggungan adalallakaan pengangkut darat bersama
muatannya terhadap kemungkinan bahaya yang meffimpa

Secara garis besar resiko yang dijamin dalam asupangangkutan melalui darat adalah :

1. Kondisi Pertanggungan dengan Klausidtal Loss Only
a. Hanya dijamin apabila obyek yang diangkuhdegita keraguan total sebagai akibat dari

kecelakaan.
b. Jaminan berlaku baik untuk kerugiaraltbersama alat angkutnya maupun kerugian
total barangnya saja.

2. Kondisi Pertanggungan All Risk

a. Memberikan jaminan atas setiap kerugiangselakibat dari kecelakaan alat angkutnya.

®kun Wahyu Wardana, S.H., AMII, ACIl.,, AAAIK. 2009. Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan
Transportasi. Bandung : CV. Mandar Maju. h. 21.

*°Administrator. 2010. Asuransi Pengangkutan Barang. http://www.bumida.co.id/index.php/ diakses
pada tanggal 29 Februari 2016.

51



b. Jaminan berlaku baik untuk kerugian alakatrgya maupun kerugian barangnya saja.

c. Diberlakukameductible.
Perbedaan keduanya adalah bahwa jenis pertangguhig@) penanggung baru akan
membayar kerugian apabila nilai kerugian yang @iatkian oleh resiko yang dijamin
melebihi 75 % dari harga pertanggungan yang disgpdkawal, sedangkan pada jaminan all
risk, tertanggung dapat mengajukan klaim untuk $akan akibat resiko yang dijamin
berapapun nilai kerugian yang terjadi, sepanjataktimelebihi harga Pertanggungan
Asuransi Pengangkutan Darat ini ada yang merupakasta atau asuransi sosial. Asuransi
sosial diatur dalam UU No. 33 Tahun 1964 tentangaDRaertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang, seluruh penumbpang harus memiliki Asutéacelakaan Penumpang Umum
dengan memiliki luran Wajib. Sedangkan pemilik kamaén bermotor, berdasarkan UU No.
34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu LinganJseluruh Pemilik Kendaraan
Bermotor harus memiliki asuransi yang menjamin gamg jawab hukum pemilik kendaraan
bermotor dengan membayar sumbangan wajib setigmtgh melalui perpanjangan STNK

yang dikelola oleh PT. Jasa Raharja.

Asurans Kecelakaan Penumpang Umum

Penanggung :

PT. Jasa Raharja

Tertanggung :

Pasal 3 ayat 1 butir a UU no 33 Tahun 1964 mengatdlahwa tiap penumpang yang sah
dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawatrang, perusahaan penerbangan
nasional dan kapal perusahaan perkapalan / pelayaaional, wajib membayar iuran
melalui pengusaha / pemilik yang bersangkutan untakutup akibat keuangan disebabkan
kecelakaan penumpang dalam perjalanan

Ruang Lingkup Pertanggungan

Saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutmpdit pemberangkatan sampai saat
turun dari kendaraan tersebut ditempat tujuan

Premi :

Pasal 2 ayat 1 PP No. 17 Tahun 1965 menyatakanabalmuk jaminan pertanggungan
kecelakaan diri dalam Peraturan Pemerintahan ap penumpang kendaraan bermotor

21Ronny Hanitijo Sumitra. 1998. Asuransi Kendaraan Bermotor. Jakarta : Ghalia Indonesia. h. 6.
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umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan pegean nasional dan kapal perusahaan
perkapalan/pelayaran nasional untuk tiap perjalavegio membayar suatu iuran

Evenemen :

Kecelakaan

Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan :

Penanggung :

PT. Jasa Raharja

Tertanggung :

Pasal 2 ayat 1 UU No. 34 Tahun 1964 pengusaha @eatilik kendaraan bermotor
diharuskan memberikan sumbangan wajib.

Ruang Lingkup Pertanggungan :

Pasal 4 ayat 1 UU No. 34 Tahun 1964 setiap orang yeenjadi korban mati atau cacat tetap
akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraambm, Dana akan memberi ganti rugi
kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar juydaly ditentukan oleh Peraturan
Pemerintah.

Premi :

Pasal 1 butir d UU No. 34 Tahun 1964, Sumbangamtat yang wajib dibayar.

Evenemen :

Kemungkinan Kecelakaan Lalu Lintas

Penyebab terjadinya klaim

1. Tertanggung meninggal dunia;

2. Pemegang polis menghentikan pembayaraminya dan memutuskan perjanjian
asuransinya pada saat polisnya sudah mempuitgiaiunai;

3. Perjanjian asuransi sudah berakhir sesuai dgaggka waktu yang tercantum dalam polis
dan kewajiban pemegang polis telah terpenati pblis dalam keadaan lapse tetapi telah
mempunyai nilai tunai (habis kontrak bebas pyem

4. Tertanggung mendapat kecelakaan;

5. Tertanggung karena suatu penyakit perlu diopretenerawat jalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/BMM2008 tanggal 26 Februari

2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Waji# Kerelakaan Lalu Lintas Jalan dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/200®)dal 26 Februari 2008 tentang

Besar Santunan dan luran Wajib Dana Pertanggunggib \WWecelakaan Penumpang Alat
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Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/DanauyfRanyebrangan, Laut dan Udara,

besar santunan yang diberikan :

Jenis Santunan Besar Santunan
Angkutan Darat Angkutan Udara
Sungai/Danau,
Ferry/Penyebrangan dan
L aut

Meninggal Dunia Rp. 25.000.000,- Rp. 50.000.000,-
Cacat Tetap (maks) Rp. 25.000.000,- Rp. 50.000.000,-
Biaya Rawatan (maks) Rp. 10.000.000,- Rp. 25.000.000,-
Biaya Penguburan Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,-

CARA PERHITUNGAN GANTI RUGI DALAM HAL TERDAPAT KEADAAN CACAT
TETAP

Apabila terjadi kecelakaan , tertanggung mendeg@hilangan seluruh dan/atau tidak dapat
dipakai lagi untuk selamanya anggota bagian tubaihsgperti tersebut di bawah ini, maka

Penanggung akan membayar sebagai berikut :

Kelompok | Kelompok I
Akal Budi Rp. 6.000.000,- Rp. 4.000.000,-
Kedua mata/tangan/kaki Rp 6.000.000,- Rp 4.000.000,-
Pendengaran pada keduBp 3.000.000,- Rp 2.000.000,-
belah telinga
Satu mata/tangan/kaki Rp 1.200.000,- Rp 800.000,-
Pendengaran pada sebeldRp 600.000,- Rp 400.000,-
telinga
Setiap jari tangan, setiap jarRp 300.000,- Rp 200.000,-
kaki

Kelompok 11l Kelompok IV
Akal Budi Rp 2.000.000,- Rp 1.000.000,-
Kedua mata/tangan/kaki Rp 2.000.000,- Rp 1.000.000,-
Pendengaran pada keduRp 1.000.000,- Rp 500.000,-
belah telinga
Satu mata/tangan/kaki Rp 400.000,- Rp 200.000,-
Pendengaran pada sebelah Rp 200.000,- Rp 100.000,-
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telinga

Setiap jari tangan, setiap jarRp 100.000,- Rp 50.000,-
kaki

2.Jumlah pembayaran jaminan tersebut akan dikurarggah semua biaya perawatan atau
pengobatan yang telah diterima penggantianitgdnal itu menyangkut kecelakaan yang
sama.

Perhitungan jaminan dalam hal terdapat cacat tetap

a. Apabila akibat dari sesuatu kecelakaan harwedwdikkan biaya-biaya untuk perawatan atau
pengobatan, maka berdasarkan kebenaran bukiarsi, Penanggung akan memberikan

penggantian untuk itu setinggi-tingginya sanjpailah :

Kelompok | Rp 1.000.000,-
Kelompok Il Rp 750.000,-
Kelompok 11l Rp 500.000,-
Kelompok IV Rp 250.000,-

b. Biaya-biaya perawatan atau pengobatari dasuatu kecelakaan yang sama yang
jumlahnya melebihi tersebut point 1 tidak laggnjadi beban penanggung.

c. Dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan tersgbut dalam ayat 1 dan ayat 2 diatas
maka perawatan ulangan hanya dapat dilakukamimepertimbangan Dokter, yang harus
dibuat secara tertulis dan disampaikan kepadgamfygung.

d. Yang dimaksud dengan biaya-biaya pem@wattau pengobatan ialah: ongkos-ongkos
pertolongan pertama, ongkos dokter dagkes pengobatan, perawatan, pemeriksaan,
obat-obatan dan perban dan perawatan dalamhrusakit. Obyek Pertanggungan : Siswa
dari tingkat Taman Kanak-Kanak s/d Pergurtiaggi, guru, Dosen, Staf dan kursus-

kursus Jangka waktu Pertanggungan : 1(sdtuhta

PENGAJUAN SANTUNAN JASA RAHARJA

a. Cara memperoleh Santunan

1) Menghubungi kantor jasa Raharja terdekat

2) Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan:

0 Keterangan kecelakaan Lalu-lintas dari kepolisiam atau dari instansi berwenang lainnya

o Keterangan kesehatan dari dokter/RS yang merawat
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o KTP/identitas korban/ahli waris korban

o Formulir pengajuan diberikan Jasa raharja sexara-cuma

b. Bukti lain yang diperlukan

1) Dalam hal korban luka —luka

Kuitansi biaya perawatan dan pengobatan yang aslsdh
2) Dalam hal korban meninggal dunia

Surat kartu keluarga/surat nikah(bagi yang sudatkak
c. Ketentuan lain yang diperlukan

1) Jenis santunan

0 Santunan berupa penggantian biaya rawatan d@golpatan(sesuai dengan ketentuan)
0 Santuan kematian

0 Santuan cacat tetap

2) Ahli waris

0 Janda atau dudanya yang sah

0 Anak-anaknya yang sah

o Orang tuanya yang sah

3) Kedaluwarsa

Hak santunan menjadi gugur/kedaluwarsa jika:
o Permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bgletelah terjadinya kecelakaan.
o Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulaalabthak dimaksud disetujui oleh Jasa

Raharja.

F. Asurans Kendaraan Ber motor

Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asurdmesugian yang melindungi

Tertanggung dari resiko kerugian yang mungkin tihgainubungan dengan kepemilikan dan

pemakaian kendaraan bermotor.
Dalam polis Standar Asurans Kendaraan Ber motor, terdapat mengenai :
1. Resiko dalam Asuransi Kendaraan Bermotor :

A. Resiko yang dijamin Asuransi Kendaraan Ber motor

- Kerugian atau kerusakan Kendaraan Beymot resiko yang dipertanggungjawabkan

disebabkan :

a. Tabrakan, benturan, terbalik, ééngir dari jalan, termasuk juga akibatari
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kesalahan material, konstruksgcat sendiri atau sebab-sebab laindga
kendaraan yang bersangkutan;

b. Perbuatan jahat orang lain;

c. Pencurian, termasuk pencurian yditahului atau disertai atau diikuti dengan
kekerasan ataupun ancaman atenkekerasan kepada orang dan kendaraan
bermotor yang diasuransikan dangguan mempermudah pencurian kendaraan
bermotor atau alat perlengkapendaraan bermotor yang diasuransikan dalam
polis ini;

d. Kebakaran termasuk kebakaramdh atau kendaraan bermotor lain yang
berdekatan atau tempat penyimp&eadaraan bermotor yang diasuransikan, atau
karena air dan atau alat-dlaih yang dipergunakan untuk menahdau a
memadamkan kebakaran, demikiaga juarena dimusnahkannya seluruh atau
sebagian kendaraan bermotor ydiaguransikan atas perintah yang berwenang
dalam upaya pencegahan menjalaralgakkaran itu;

e. Sambaran Petir;

f. Kerugian atau kerusakan yang lshb&an oleh peristiwa-peristiwa yang tersebut
dalam butir 1 dan sebab-sebab laisej@mna penyeberangan dengan feri atau alat
penyeberangan resmi lain yang lkeerdd bawah pengawasan Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat;

g. Kerusakan roda bila kerusakanetars mengakibatkan pula kerusakan kendaraan
bermotor itu yang disebabkan olerekd@an;

h. Biaya yang wajar yang dieekan Tertanggung untuk penjagaan atau
pengangkutan ke bengkel atampat lain guna menghindari atau mengurangi
kerugian maksimum 0,5% dari jumlaht&eygungan;

- Penanggung memberikan penggantian kepadanggung atas :

Tanggung gugat yaitu tanggung javmalikum Tertanggung terhadap pihak ketiga

berkaitan dengan penggunaan kendaraamob@ryang dipertanggungkan. Dalam hal

ini Penanggung akan memberikamgpantian kepada Tertanggung atas suatu
kerugian yang diderita pihak ketiga yaegara langsung disebabkan oleh kendaraan
bermotor yang dipertanggungkan, baik y@isglesaikan melalui musyawarah maupun
melalui pengadilan, yang kedua-duanyasarendapatkan persetujuan terlebih dahulu
dari Penanggung, setinggi-tingginggumlah yang tercantum dalam ikhtisar
pertanggungan, yang meliputi :

a. Kerusakan atas harta benda naitdu dalam pengawasan Tertanggung, diangkut,
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dimuat, atau dibongkar dari kendangaamy dipertanggungkan;
b. Kerusakan jalan, jembatan dan-laim akibat getaran, berat kendaraan u ata
muatannya;
c. Cedera badan atau kematian terhadap :
1. Penumpang di dalam kendaraan bemyang dipertanggungkan;
2. Tertanggung, suami atau istri daak, bila Tertanggung adalah perorangan;
3. Pemegang saham atau pengurusl@itanggung adalah CV;
4. Orang yang bekerja pada Tertangglangan imbalan jasa;
5. Orang yang tinggal bersama Tegang;

6. Hewan milik atau dalam pengawaBamianggung.

B. Resiko yang tidak dijamin Asuransi Kendaraan Ber motor

1. Kehilangan keuntungan atau upau &erugian keuangan akibat tidak dapat
dipergunakannya kendaraan tersebut;

2. Kerusakan atau kehilangan peralatanrstamdar yang tidak disebutkan dalam polis;

3. Kerusakan atau kehilangan kendaraandter akibat penggelapan;

4. Kerugian atau kerusakan kendaraammbtor akibat perbuatan jahat Tertanggung
(suami atau istri, anak, karyawan atain Tertanggung);

5. Kerugian atau kerusakan akibat mknkendaraan lain, racing, pawai, untuk
kejahatan atau maksud lain dari yategapkan dalam polis;

6. Barang-barang yang sedang dimuat, gikeondi kendaraan tersebut;

7. Reaksi atau radiasi nuklir.

C. Jaminan Tambahan atau Perluasan Resiko
Yang dimaksudkan dengan jaminan tambatenjaminan perluasan resiko adalah
jaminan perluasan resiko-resiko atau balyayg diperkecualikan dalam Polis Standar
Kendaraan Bermotor Indonesia, akan tetsgko-resiko tersebut bisa dijamin apabila
dinyatakan secara tegas di dalam polisnAktapi tidak semua polis yang dikecualikan
tersebut dapat dijamin dengan penegadamdaolis tersebut.
Berikut ini resiko yang dikecualikan akatapi bisa dijamin apabila dinyatakan secara
tegas di dalam polis, yaitu :
1.Third Party Liability (tanggung jawab kepada pihak ketiga) :

- Tanggung gugat atau tanggungalaw ertanggung terhadap suatu kerugian yang

diderita oleh pihak ketigeang secara langsung disebabkan oleh kendaraa
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bermotor yang dipertanggungkatinggi-tingginya sesuai dengan jumlah atau
limit yang telah ditentukan, melipukerusakan atas harta benda pihak g&eti
(misalnya : mobil, rumah, pagar, tin-lain) dari cedera badan atau kematian.
- Biaya perkara atau biaya banpenma ahli yang berkaitan dengan tanggung gugat
Tertanggung.
2. Jaminan Huru Hara yang di pas&erthl dengan RSCCRipt, Strike, and Civil
Commotion), RSMD Riot, Srike, and Malicious Damage). Resiko Kerusuhan dan
Huru Hara ini dikecualikan dafiaminan Polis Standar Kendaraan Bermotor
Indonesia Pasal 3 ayat 6.2 dan 6.3m@nggunakan klausul 41. B Dewan Asuransi
Indonesia yang memberikan jaminan uHttara terluas. Resiko yang dijamin dan
pengertiannya dapat dilihat pada Kihasau Endorsemen Huru Hara.

3. Jaminan Kecelakaan Diri terhadaprsafgiu Penumpang Kendaraan Bermotor yang
dipertanggungkan. Untuk perluasan pada polis dilekatkan “Klausul Kecelakaan
Diri terhadap Penumpang KendaraarrmBtor Beroda Empat”. Dengan adanya
perluasan ini, maka Jaminan Polisngakup juga cedera badan atau kematian
terhadap penumpang di dalam kendasaemotor yangs secara langsung disebabkan
oleh kecelakaan kendaraan bermotog girertanggungkan tersebut.

4. Gempa Bumi, Letusan Gunung Bemanjir. Jika jaminan diperlus dengan resiko
tersebut di atas, maka pada polisihatilekatkan dalam klausul. Tanggung jawab
hukum  Tertanggung terhadapenumpang kendaraan bermotor yang
dipertanggungkaRdssenger Legal Liability). Semua jaminan tambahan tersebut di
atas merupakan perluasan dari KoQimprehensive Pertanggungaiotal Loss
hanya dapat diperluas dengan Jantihumu Hara. Jaminan ini hampir tidak pernah

dijual.

2. Syarat-syarat Pertanggungan

a. Pembayaran Premi;
Premi harus dibayar lunas saat persatujpertanggungan ditutup, kecuali bila atas
persetujuan kedua belah pihak diteartukain. Jika premi tidak dibayar dalam waktu
10 hari kerja terhitung muléanggal permulaan pertanggungan atau tanggal
perpanjangan pertanggungan, maka kemnj@ pertanggungan ini dapat ditunda oleh
penanggung tanpa pemberitahuan terleddilld.

b. Wilayah berlakunya asuransi kendaraan bemo

c. Pemberitahuan
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Tertanggung wajib melakukan perithuan tentang terjadinya pencurian atau
kecelakaan selambat-lambatnya 3i larja setelah kejadian.  Pemberitahuan
dilakukan secara tertulis atau lisan ydisgrtai dengan surat pernyataan lisan. Untuk
pencurian, harus ada surat keterardgn polisi setempat dan polisi daerah untuk
kerugian total.

d. Tuntutan pihak ketiga

1. Tertanggung wajib memberitahukan Kep@enanggung adanya tuntutan dari pihak
ketiga tersebut.

2. Tertanggung harus segera menyeralkdnimen yang ada hubungannya dengan
pihak tersebut.

3. Tertanggung menguasakan kepada Pguaggntuk mengurus tuntutan ganti rugi
pihak ketiga dan apabila diperlukantdieggung diwajibkan memberikan surat kuasa
kepada Penanggung.

4. Tertanggung menguasakan kepada Bguag untuk mengurus tuntutan ganti rugi
pihak ketiga dan apabila diperlukantdieggung diwajibkan memberikan surat kuasa
kepada Penanggung.

e. Tuntutan Pidana kepada Tertanggung

Apabila tuntutan pihak ketiga gardirugikan karena kendaraan bermotor yang

dipertanggungkan adalah  berupmtutan pidana terhadap Tertanggung, maka

Tertanggung diwajibkan memberitahukanutant tersebut kepada Penanggung.

f. Ganti Rugi
Penanggung akan memberikan ganti kegiada Tertanggung atas kerusakan atau
kehilangan kendaraan bermotor yammertinggungkan berdasar harga sebenarnya
sesaat sebelum terjadinya kerusakan lkgdwlangan tersebut, bila atas tuntutan pihak
ketiga setinggi-tingginya sebesar laimyang disetujui dikurangi besarnya resiko
sendiri yang tercantum dalam ikhtisar pegtangannya.

g. Kerugian Total
Kerusakan atau kerugian yang biaya perbaya sama dengan atau lebih dari 75% dari
harga sebenarnya.

h. Ganti Rugi Pertanggungan Rangkap
Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 KUHD, méila terjadi kerugian atas kendaraan
bermotor yang dipertanggung jawabkanakledebih dari satu Penanggung, dimana
jumlah pertanggungan lebih dari hargadieeaan bermotor yang bersangkutan, maka

jumlah yang dipertanggungkan untuk n@sirasing Penanggung seimbang dengan
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nilai pertanggungan terhadap harga yaedpenarnya, demikian pula ganti rugi yang

menjadi kewajiban dari masing-masing Pegang.

Ketentuan tersebut di atas tetap dijalapialau segala pertanggungan yang dimaksud
dibuat dengan beberapa polis dan pgata yang berlainan, yang tanggalnya lebih

dahulu dan tidak berisi ketentuan tewuseBaat terjadi kerusakan atau kerugian atas
kendaraan bermotor yang dipertanggkag, maka atas permintaan Penanggung,
Tertanggung wajib memberitahukan secartulis segala perbuatan lain yang berlaku

atas kendaraan bermotor yang sama pad&esgaainya kerugian atau kerusakan.

3. Proses Pengajuan dan Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor

Tuntutan ganti kerugian oleh Tertanggung kegat@anggung disebut dengan klaim. Hal

ini terjadi dikarenakan tuntutan terhadap hakgytimbulnya disebabkan karena adanya

Perjanjian Asuransi yang telah berakhir. Adapussedur pengajuan klaim adalah :

a. Memberikan Laporan kepada Perusahaan Asiuran

b. Mendapatkan Persetujuan dari PerusahaamAsu

4. Hal-Hal yang perlu dibawa :

a.
b.
C.
d.

e.

Nomor Polis Asuransi;
Tempat Kejadian;
Nama Pemilik Polis;
Kerugian Benda;

Merek Kendaraan;

f. Nomor Polis Kendaraan terjadinya kecelakaan;

g.

Tanggal terjadinya kerugian.

5. Dokumen-Dokumen Klaim yang diperlukan :

a.

b
C.
d

e.

f.

Formulir Klaim;

. Foto Copy Polis Asuransi;

Foto Copy SIM dan STNK;

. Surat Keterangan Polisi Setempat (BARjuk klaim kendaraan jika kehilangan

perlengkapastandart atau non standart maupun kehilangan kendaraan dan juga
kerusakan berat pada kendaraan.
STNK asli (khusus kehilangan kendaraan ktausakan total);

Kunci Kontak kendaraan min (khusus kehiemgendaraan atau kerusakan total);
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g. Surat Keterangan KADIT RESERSE POL{RAusus kehilangan kendaraan atau
kerusakan total);

h. BPKB asli dan faktur (khusus kehilangandaaan atau kerusakan total);

I. Blanko kwitansi kosong rangkap tiga (khsiskehilangan kendaraan atau kerusakan
total);

j. Pemblokiran STNK (khusus kehilangan kendaratau kerusakan total);

k. Surat Keterangan polisi setempat (BAP) (Tamg Jawab terhadap Pihak Ketiga);

|. Foto Copy STNK dan SIM dari pihak ketiga (Bgung Jawab terhadap Pihak Ketiga);

m.Surat Tuntutan dari Pihak ketiga yang digaadgani di atas (Tanggung Jawab terhadap
Pihak Ketiga);

n. Foto Kerugian materi dari pihak ketiga (Tauugg Jawab terhadap Pihak Ketiga);

6. Premi

Pengaturan taris premi untuk asuransi kenddvaanotor diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) No. 74 /PMK.010/ 2007 &#a2 ayat 2 Tentang Penyelenggaraan

Pertanggungan Asuransi pada Lini Usaha amsirKendaraan Bermotor. Ketentuan ini

memberikan petunjuk mengenai unsur-unsumgydiperlukan dalam penetapan premi

murni, biaya administrasi dan umum, biaya akugan keuntungan yang wajar :

a. Penetapan unsur premi murni dilakukan barétas perhitungan yang didukung dengan
data profil resiko dan kerugian untuk peegaling singkat 5 tahun;

b. Penetapan unsur biaya administrasi dagabumum lainnya dilakukan berdasarkan
perhitungan yang didukung dengan Hetga administrasi dan biaya umum lainnya
yang menjadi Bagian Lini Usaha Asurangn#araan Bermotor untuk periode paling
singkat 5 tahun;

c. Penetapan unsur biaya akuisisi diaku sesuai dengan ketentuan mengenai biaya
akuisisi sebagaimana dimaksdu dalam Pamatdenteri Keuangan ini. Penetapan unsur
ketentuan yang wajar.

Selain mengatur mengenai penetapan tarif premenkean ini juga mengatur mengenai tarif
referensi yang dapat dipergunakan oleh perusahaag pelum memiliki basis data yang
mencukupi sesuai dengan ketentuan Pasal 2. Penetapfdibagi atas 6 kategori uang
pertanggungan, 2 jenis kendaraan untuk jenis pggtarganTotal Loss Only (TLO) dan
pertanggungafomprehensive.
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7. Berakhirnya Pertanggungan

a. Pembatalan Polis
Baik Tertanggung maupun Tertanggung dapasktu-waktu menghentikan asuransi
tanpa memberitahukan alasannya. Pembeagbenghentian demikian dilakukan
secara tertulis yang dikirim melalui poségat oleh pihak yang menghendaki
pembatalan. Penanggung bebas dari pertagggtB8 hari kerja terhitung tanggal
pengiriman Pk. 12.00 WIB.

b. Peralihan hak pemilik
Terjadi peristiwva yang mengakibatkarrppelahan hak, terhitung batal 10 hari sejak
perpindahan.

c. Kerugian Total
Kerugian Total hingga obyeknya tidak ada.la

d. Berakhirnya jangka waktu

Jangka waktu asuransi menurut polis berakhi

G. Asurans Tanggung Jawab

1. Asuransi dan Tanggung Jawab
Tertanggung sebagai pihak mempunyai kepgan tertentu dalam kegiatan usaha atau
hubungan dengan pihak lain dalam m@adat. Kepentingan yang dimaksud adalah
tanggung jawab akibat perbuatannya tEpapihak ketiga, misalnya perbuatan yang
merugikan orang lain atau perbuatan tidaknpu membayar hutang.

2. Polis Asuransi Tanggung Jawab
Asuransi tidak diatur dalam KUHD sejga dasarnya adalah polis yang dibuat oleh
kedua belah pihak.

3. Objek Asuransi Tanggung Jawab
Tanggung Jawab Tertanggung kepada Pih&gd<e

4. Evenemen
Perbuatan Melawan Hukum dari Tertanggung.

H. Asurans Kredit
1. Tertanggung, obyek Pertanggungan
Tertanggung adalah pemberi kredit (Bamak d.embaga Keuangan lainnya) dan yang
ditanggung oleh Penanggung adalah resigitkdi mana tidak diperolehnya kembali

kredit kepada para nasabahnya.
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2. Tujuan Asuransi Kredit®

a. Melindungi pemberi kredit dari kemungkm tidak diperolehnya kembali kredit yang
diberikan kepada para nasabahnya;

b. Membantu kegiatan, pengarahan, kismanan Perkreditan baik kredit Perbankan
maupun kredit lainya diluar Perbankan.

3. Kriteria Kredit yang dapat dipertanggungkan :

a. Berdasarkan norma-norma perkreditag g@hat, wajar, dan berlaku umum;

b. Sesuai dengan manual pemberian kradd gesuai Surat Edaran Bank Indonesia;

c. Debitor memiliki usaha yang tidak batéangan dengan hukum dan ditentukan oleh
pihak yang berwenang;

d. Debitor tidak dalam proses atau sudhlit ptau bubar demi hukum;

e. Debitor tidak memiliki tunggakan kregiing masuk ke dalam kualitas kredit
diragukan;

f. Memiliki sektor ekonomi sama (kreditrkelompok)

g. Ditinjau dari aspek manajemen, penssapembelanjaan, dari aspek teknis, usaha
tersebut memerlukan pengelolaan yarigit satu dengan lainya.

4. Syar at-syar at Pengajuan Asurans Kredit

a. Perjanjian kerjasama atau sulka&sepakatan bersama antara Perusahaan Asuransi
sebagai Penanggung dan Bank Umum kagsmbaga Pembiayaan Keuangan sebagai
Tertanggung;

b. Akta Perusahaan debitmmpany profile debitor, laporan keuangan debitor 3 tahun
terakhir;

c. Fotokopi atau tembusan permohonaedit dan Debitor ke Bank Umum atau
Lembaga Pembiayaan Keuangan, memonaipausetujuan kredit dari Bank Umum
atau Lembaga Pembiayaan Keuangan.

5. Resiko pada Asuransi Kredit

a. Debitor tidak melunasi kredit padats@tuh tempo dengan ketentuan usaha debitor
tidak berjalan lagi;

b. Debitor dalam keadaamsolvent, dinyatakan pailit atau dilikuidasi atau Debitid
bawah pengampuan;

c. Debitor melarikan diri / menghilangdak diketahui alamatnya;

d. Terjadinya penarikan kembali kres@belum jangka waktu kredit berakhir, yaitu

2szoko Prakoso. 2004. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta : Rineke Cipta. 23.
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khusus untuk kredit dengan jangka wéadibih dari dua tahun, dengan syarat bahwa

penarikan kembali kredit tersebut meute salah satu ketentuan berikut :

- mencegah atau mengurangi terjadidian yang lebih besar apabila kredit tersebut
dilanjutnya;

- disebabkan adanya ketidaksesuagan@enyimpangan yang dilakukan debitor atas
ketentuan-ketentuan dalam perjarkiaalit;

e. Resiko lainnya yang disepakati

6. Resiko yang tidak dijamin :

a. Reaksi nuklir, sentuhan radioaktifliagi, dan reaksi inti atom yang secara langsung
atau tidak langsung mempengaruhi kelgagusaha debitor bank;

b. Kerugian yang diderita Debitor digbkan oleh resiko-resiko yang wajib ditutup
pertanggungannya dalam asuransi demgan penuh, atau minimal sama dengan
pokok kreditnya;

c. Terjadinya salah satu resiko golgiang secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi dan mengakibatkan DeBigmk tidak mampu melunasi kreditnya;

d. Bencana alam;

e. Akibat kesalahan atau kelalaiangyaiiakukan oleh Bank Umum atau Lembaga

Pembiayaan Keuangan.
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BAB VII
ASURANSI JIWA

1. Pengertian Asuransi Jiwa
Pasal 1.6 UU no. 40 Tahun 2014 TentBegasuransian menyatakan bahwa Usaha
Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyedgaggn jasa penanggulangan risiko yang
memberikan pembayaran kepada pemegang potendggung, atau pihak lain yang berhak
dalam hal tertanggung meninggal dunia attapt hidup atau pembayaran lain kepada
pemegang polis, tertanggung, atau pihakyaimg berhak pada waktu tertentu yang diatur
dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetaglan / atau berdasarkan hasil pengelolaan

dana.

2. Obyek Asuransi Jiwa
Pasal 302 KUHD : Jiwa seseorang dapat daasikan untuk keperluan orang yang
berkepentingan baik untuk selama hidupnya mmaupntuk waktu yang ditentukan dalam

perjanjian.

3. Asurans Jiwa untuk Pihak Ketiga
Pasal 303 KUHD : Orang yang berkepentingapat mengadakan asuransi itu bahkan
tanpa diketahui atau persetujuan orang yarsuchasikan jiwanya.

4. Bentuk dan Isi Polis:
a. Hari diadakan asuransi;
b. Nama Tertanggung;
c. Nama orang yang jiwanya diasuransikan;
d. Saat mulai dan berakhirnya evenemen;
e. Jumlah asuransi;
f. Premi Asuransi.
Akan tetapi, mengenai rancangan jumlah daemtean syarat-syarat asuransi sama sekali
bergantung pada persetujuan kedua belah piesda( 305 KUHD)
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5. Para Pihak : Penanggung, Tertanggung, dan Penikmat
Penanggung adalah pihak yang menanggubgnbesiko sebagai imbalan premi yang
diterimanya dari tertanggung. Jika terjadenemen yang menjadi beban penanggung,
maka penanggung berkewajiban menggantigikemuDalam asuransi jiwa, jika terjadi
evenemen matinya tertanggung, maka penanggw@jip membayar uang santunan, atau
jika berakhirnya jangka waktu asuransi tam@gadi evenemen, maka penanggung wajib
membayar sejumlah uang pengembaliegpada tertanggung. Penanggung adalah
Perusahaan Asuransi Jiwa yang memben&sa dalam penanggulangan risiko yang
dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang giasuransikan.
Asuransi dapat juga diadakan untuk kepgan pihak ketiga dan harus dicantumkan
dalam polis. Menurut teori kepentingan piladtiga dalam asuransi jiwa, pihak ketiga
yang berkepentingan itu disebut penikmatikpeat ini dapat berupa orang yang ditunjuk
oleh tertanggung atau ahli waris tertanggungnatiinya penikmat apabila evenemen yang
terjadi adalah meninggalnya tertanggusghingga yang mendapatkan santunan pihak
ketiga, akan tetapi jika berakhir tanpa mggalnya tertanggung, maka yang menikmati

tetap tertanggung.

6. Prinsip Asuransi Jiwa

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam Asardiwa adalah

a. Prinsip kerjasama yaitu terselenggargaga asuransi merupakan bentuk kerjasama
antara pihak tertanggung ( nasabah) daakppenanggung (perusahaan asuransi) untuk
meminimalkan terjadinya resiko kerugigang diakibatkan kematian, hari tua, dan
kecelakaan.

b. Prinsip aktuaria yaitu terdapatnya hubunggndan kewajiban yang dinyatakan dalam
besaran jumlah iuran (premi) dengan junlaihg Asuransibenefit) yang diatur dengan

perjanjian tertentu oleh pihak tertanggdag pihak penanggung.

7. Evenemen

Jiwa tertanggung.

8. Asurans Jiwa Ber akhir
a. Terjadi Evenemen;
Satu-satunya evenemen adalah meninggadmgmggung.

b. Jangka waktu berakhir;
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Jangka waktu habis meskipun tidak terjagnemen, risiko penanggung berakhir.

c. Asurans gugur;
Tertanggung sudah meninggal saatapgan asuransi dibuat (Pasal 306 KUHD) dan
meninggalnya tertanggung karena bunuh diau dikenai hukuman mati. (Pasal 307
KUHD), AIDS, penyakit kritis di tahun gama ikut asuransi, force majeure (perang, huru-
hara, bencana alam).

d. Asurans dibatalkan
Tertanggung membatalkan atau tidak membyargami.

9. Alasan klaim tidak terbayar

a. Ketidak jujuran nasabah
Sebelum seseorang memiliki produk Asurdivga, ia lebih dahulu harus mengisi Surat
Permohonan Asuransi. Dalam Surat Permohtavendlapat pertanyaan-pertanyaan yang
harus dijawab oleh seorang calon nasatzahddri jawaban-jawaban itulah Perusahaan
Asuransi akan melihat apakah akan mekde perlindungan Asuransi Jiwa kepada
Anda atau tidak. Nah, saat mengisi speatnohonan inilah seringkali calon nasabah
tidak memberikan jawaban yang belsalnya, dalam Surat Permohonan terdapat
pertanyaan tentang apakah Anda perdambwat di Rumah Sakit dalam dua tahun
terakhir. Jika anda menjawab tidak padpkatah dirawat di Rumah Sakit enam bulan
lalu , maka bila terjadi kematian pada ati@ia perusahaan Asuransi (PA) menemukan
bahwa penyebab kematian anda adalah kadameya penyakit yang pernah membuat
anda masuk Rumah Sakit sekitar enam blakn dalam hal ini Perusahaan Asuransi
tidak akan membayar Pertanggungan yangkagaajikan.

b. Nasabah terlalu lama mengajukan klaim
Umumnya, PA menetapkan batasan waktu pesg&laim asuransi. Biasanya , batasan
waktu yang ditetapkan adalah tiga buRepotnya, nasabah seringkali mengajukan
klaim di luar batas waktu tersebut sehandg®@A sulit memenuhinya. Sebagai contoh,
seseorang mengikuti sebuah program Asurama dengan anak sebagai ahli warisnya.
Bila terjadi kematian pada orang dbrg, maka anaknya hanya bisa mendapatkan
manfaat asuransi yang dijanjikan apgielagajuan klaim anaknya masih berada dalam
batas waktu tiga bulan setelahmdtan tersebut. Jika tidak, perusahaan asuransi
mungkin tidak mau memberikan manfaat yamgreka janjikan. Lama batasan waktu
yang diberikan oleh perusahaan Asuraisa dibaca dari polis asuransi yang kita ikuti.

Jika dikemudian hari terjadi kematian,aeggung harus segera mengajukan klaim.
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c. Syarat-syarat saat pengajuan klaim kurang lgmgkausahaan asuransi.
PA biasanya meminta sejumlah persyaratat pengajuan klaim apabila betul terjadi
risiko kematian pada orang yang ditanggungsyReatan —persyaratan yang diperlukan itu
sering tidak dipenuhi atau dilengkapi oleh aldris nasabah yang bersangkutan, sehingga
perusahaan Asuransi tidak bisa langsung ragarbklaim. Persyaratan-persyaratan yang
bisa diminta misalnya kematian adalah:
a. Surat keterangan Kematian dari RT/RW setémpa
b. Surat keterangan Kecelakaan dari Kepoligika kematian terjadi karena kecelakaan);
c. Surat keterangan dari rumah sakit (jika keanaerjadi di Rumah sakit) dimana surat itu
ditandatangani oleh dokter yang bersangkuta
d. Mengisi formulir Pengajuan Klaim yang ditéklan oleh perusahaan asuransi;
e. Fotocopy lIdentitas Diri Ahli waris, bilarjadi resiko kematian, jangan lupa memenuhi
semua persyaratan yang diminta oleh peaasahsuransi.
d. Tidak dibayarnya premi oleh nasabah dalam jamgkdu yang sudah ditentukan
Jika tertanggung tidak membayar premi seseragan jangka waktu yang ditentukan, bisa
saja Polis Asuransi menjadi tidak berlaku.l&giberarti tertanggung tidak lagi dilindungi
asuransi. Biasanya nasabah rajin membgyami pada awal, tetapi pada suatu saat
tertentu, premi tidak lagi dibayar, bahkaingga batas waktu tertentu. Dalam hal ini
nasabah harus membaca atau mengetahtunaergembayaran premi pada perusahaan
Asuransi dimana yang bersangkutan memaskhbahnya jangan sampai Polis Asuransi
menjadi tidak berlaku karena nasabah tjdials mengenai peraturannya atau tidak tertib
membayar premi.
Contoh :
1) Premi dari asuransi ini adalah premi tanutten dengan persetujuan
Bumiputera dapat diangsur secara tawaih, setengah tahunan, premi tunggal atau
premi sekaligus berdasarkan premi tahunan
2) Premi sekaligus berdasarkan premi tamuadalah premi yang dibayar berdasarkan
Premi Tahunan yang akan diperhitungkaokumembayar Premi tahunan pada saat
jatuh tempo
Bagian dari premi sekaligus berdasarkanmpreéahunan yang belum diperhitungkan
sebagai premi tahunan disebut PrempBiepMasa leluasa pembayaran pregnae
periode) : 30 (tiga puluh hari) terhitung sejakhdgal jatuh tempo, atau 1(satu) bulan

kalender. premi asuransi jiwa (Asuransi Burtepa)).
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BAB VIl
JAMINAN SOSIAL

1. Pengertian Asuransi Kesehatan Sosial (Jaminan Kesehatan Nasional)

a. Pasal 1.3 UU No. 40 Tahun 2004 : Asuransigbmerupakan mekanisme pengumpulan
iuran yang bersifat wajib dari peserta gumemberikan perlindungan kepada peserta
atas risiko sosial ekonomi yang menimpaekedan atau keluarganya.

b. Pasal 1.2 UU No. 40 Tahun 2004 : Sistemirdam Sosial Nasional : adalah suatu tata
cara penyelenggaraan program jaminan solghlbadan penyelenggara jaminan sosial.

c. Pasal 1.1. UU No.40 Tahun 200d4minan sosial adalah salah satu bentuk
perlindungan sosial untuk menjanglusih rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidupnya yang layak.

Dengan demikian Jaminan Kesehatan Nasional (JKMp ydikembangkan di Indonesia
merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Ndsi@¥SN), yang diselenggarakan
melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yamgifaewajib berdasarkan UU no 40
Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasidngllannya agar semua penduduk
Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sgangereka dapat memenuhi kebutuhan

dasar kesehatan masyarakat yang layak.

2. Perbedaan Asurans Sosial dan Asuransi Komersial

Asurans Sosial Asurans Komersial
Kepesertaan bersifat wajib Kepesertaan Sukarela
Non profit Profit
Manfaat Komprehensif Manfaat sesuai dengan yaraydilxan

3. Kepesertaan
Beberapa pengertian :
a. Peserta : adalah setiap orang termasuk asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di
Indonesia yang telah membayar iuran, yang melip
- Peserta Penerima Bantuan luran (PBI) melgmatng yang tergolong fakir miskin dan
orang yang tidak mampu.
- Peserta bukan Peserta Penerima Bantuaan (PBI) tidak tergolong tergolong fakir

miskin dan orang yang tidak mampu.
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b. Pekerja : setiap orang yang bekerjagadenmenerima gaji, upah, atau imbalan dalam
bentuk lain dan juga anggota keluarngekerja. Pekerja digolongkan sebagai pekerja
penerima upah dan bukan penerima upabh.

c. Pemberi kerja: orang perseorangan, pehgudaadan hukum, atau badan lainnya yang
mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelengg@aa yang mempekerjakan pegawai

negeri dengan membayar gaji, upah atau imldiEm bentuk lainnya.

4. Prosedur Pendaftaran Peserta
a. Pemerintah mendaftarkan PBI JKN sebagairRdsepada BPJS;
b. Pemberi Kerja mendaftarkan pekerjanya atkenpa mendaftarkan diri dan keluarganya
sebagai peserta BPJS.
c. Bukan pekerja dan peserta lainnya wajib raéackan diri.

5. Hak dan Kewajiban Peserta:
a. Setiap Peserta yang telah terdaftar pad& Blesehatan berhak mendapatkan :
- Identitas Peserta dan
- Manfaat pelayanan kesehatan di fasikesehatan yang bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan
b. Setiap peserta yang terdaftar wajib :
- Membayar iuran
- Melaporkan data kepesertaannya da@p8PJS Kesehatan dengan menunjukan
identitas Peserta pada saat pindah dioatsu pindah kerja.
Kepesertaan akan dilakukan secara bertahap, pagi ta Januari 2014 akan dimulai dengan
PBI Jaminan Kesehatan, Anggota TNI/PNS, AnggotariP®lS, Peserta Asuransi PT.
ASKES dan keluarganya, Peserta Asuransi PT. Jaeksdah keluarganya serta tahap kedua
tahun 2015 semua Pekerja Penerima Upah, dan tataa lsemua yang belum mendaftar

pada tahun 2019 diharapkan semua telah terdafiagaepeserta.

6. Masa Berlaku K epesertaan
a. Peserta membayar iuran sesua dengan kelgoegekta;
b. Status kepesertaan hilang karena peseatameémbayar iuran atau meninggal dunia;
c. Ketentuan diatas akan diatur lebih lanjut.
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7. Pembayaran luran

a. luran Jaminan Kesehatan adalah sejuméaly yang dibayarkan secara teratur oleh
peserta, pemberi kerja, dan atau pemerumélk program Jaminan Kesehatan (Pasal 16
Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jamireseatan).

b. Pembayar Iuran
- Peserta PBI dibayar oleh Pemerintah;
- Peserta Pekerja Penerima Upah akan dilodgta Pemberi Kerja dan Pekerja;
- Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dibagh Peserta yang bersangkutan.

8. Pembayaran oleh BPJS K esehatan
Pembayar fasilitas kesehatan wajib dilakukadBpaling lambat 15 hari sejak dokumen
diberikan kepada peserata setelah dokumenndééengkap dengan standar tarif yang
disepakati oleh Menteri kesehatan dan berdasdt&sepakatan BPJS dan asosiasi fasilitas

kesehatan.

9. Macam Jaminan K esehatan Nasional
a. Jaminan Kecelakaan Kerja : PP No. 14 Ta®93 tlan PP No. 44 Tahun 2015;
b. Jaminan Hari Tua : PP No. 14 Tahun 1993RfaMNo. 44 Tahun 2015;
c. Jaminan Kematian : PP No. 14 Tahun 1993R#aNo. 44 Tahun 2015;
d. Jaminan Pensiun : UU No. 24 Tahun 2011 daN®. 45 Tahun 2015.
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BAB I X
ASURANSI SYARIAH

1. Alasan Asurans Syariah
Penduduk Indonesia yang mayoritas beraganma,isteenganggap pelaksanaan ausuransi
konvensional yang sudah ada kini tidak seseaghn prinsip syariah karena mengandung
unsur ketidakjelasan gharar), unsur penjudiamisir), unsur bungaripa). Adapun

asuransi syariah bersumber dari Alquran, Hagma (ljthihad)

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah :

a. Pasal 1 ayat 1 Fatwa Dewan yariahddasiMUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 adalah
usaha saling melindungi dan tolong-menoldirgntara sejumlah orang / pihak melalui
investasi dalam bentuk aset dan tdbarru yang memberikan pola pengembalian
untuk menghadapi resiko tertentu melalaicakang sesuai dengan syariah;

b. Keputusan Menteri Keuangan Republidonesia No. 424.KMK.06/2003 Tentang
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuran§letasahaan Reasuransi;

c. Keputusan Menteri Keuangaan Repubi#tonesia No. 426/KMK.06/2003 Tentnag
Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perus&easuransi;

d. Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan. Nep. 4499/LK/2000 Tentang Jenis,

Penilaian, dan Pembatasan Reasuransi deigjam syariah.

3. Penyelenggaraan asurans syariah

a. Pembuatan akad
Perjanjian yang digunakan adalah amgign tolong menolongkad takaful) atau
perjanjian kebaikgakad tabarru) dan perjanjian bagi hasdk@dd mudharabah).
Perusahaan asuransitelah menyediakanirekkhusus sebagai dana tolong menolong
yang telah diniatkan secara ikhlas oletefiagpada saat menjadi peserta asuransi. Oleh
karena itu ketika pertama kali mendygyemi penempatannya dipisah menjadi dua,
yaitu pada rekening peserta dan reketalvagru yang besarnya pada rekening tabarru
tergantung usia, sehingga jika ada pasgang meninggal atau mengambil uang tunai
dapat diambil di rekening itu.

b. Konsep Bagi Hasil (Akad Mudharabal)
Pengatutan penentuan penempatan datea mhak ketiga beserta bagi hasil diatur
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dalam akad (Perjanjian).

4. Syar at-syarat Pembayaran Klaim :
a. Polis asli;
b. Mengisi formulir pengajuan klaim;
c. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
d. Melampirkan surat pemberitahuan jatuh tetapapan khusus;
e. Surat keterangan medis dari dokter;
f. Khusus yang meninggal, daftar pertanyaan;
g. Surat kematian dari pemerintah yang berwgnan
h. Surat dari dokter tentang sebab kematian;
I. Surat dari kepolisian tentang sebab menih@gabila kecelakaan).

5. Prosedur Pengacuan Klaim
a. Melapor kepada Perusahaan Asuransi jikadiezvenemen, jika meninggal paling lama
6 bulan.
b. Mengisi pengajuan formuli klaim dan daftartanyaan, jika meninggal;
c. Dokumen-dokumen pendukung klaim;

d. Pembayaran dilakukan di kantor pusat calasaug kantor perwakilan yang ditunjuk.
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4 BAB X N

PENYELESAIAN SENGKETA ASURANS
MELALUI BPSK DAN BADAN MEDIASI
ASURANSI INDONESIA

\ )

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenmitike tujuan untuk

memberdayakan konsumen agar berada di posisi y&agasdan seimbang serta memberi

kepastian hukum. Terkait dengan hal tersebut diijilaat pada Pasal 4 :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselam#&amnmangkonsumsi barang dan jasa,

b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jojengenai kondisi dan jaminan barang dan /
atau jasa;

c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannyabat@sg dan / jasa yang digunakan;

d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlngdm dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut;

e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikarukoss;

f. Hak unuk diperlakukan atau dilayani secara beaarjujur serta tidak diskriminatif;

g. Hak untuk memperoleh kompensasi ganti rugi/dgau penggantian, apabila barang dan
jasa tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 4 UU no 8 Tahun 1999 memberi peluang pergialessengketa lainnya bagi

Tertanggung yang dirugikan untuk menyelesaikan lssagya di Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen selain mengajukan gugatan waagrée Pengadilan Negeri, jangka

waktu yang lebih cepat (putusan 21 hari, semenfahari sejak tanggal dikeluarkannya

putusan itu, harus ada pelaksanaan. Selain itispuoitya juga bersifat final dan mengikat,

juga membuat Tertanggung dapat mengajukan sitaketksel ke Pengadilan Negeri,

manakala hasil putusan tidak dilaksanakan.

BiroMediasi Asuransi Indonesia (BMAI)
Biro Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) yang memildua tahap, yaitu:
a. Mediasi
Laporan keluhan yang ditangani BMAI akaitangani olehCase Manager. Case

Manager akan mengusahakan agar Tertanggung dan Perus&sa@ansi dapat mencapai
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suatu penyelesaian secara damai dan adil kdgakbelah pihak. Dalam kasus perselisihan
yang umumCase Manager akan bertindak sebagai mediator
b. Ajudikasi
Bila perselisihan tidak dapat diselesaikanalelmediasi, kasus perselisinan akan dibawa
ke tingkat ajudikasi untuk diputuskan oleh Akador atau Penal Ajudikator yang ditunjuk
oleh BMAI
Lembaga ini hanya memproses sengketa yang temaalisapemegang polis dan perusahaan
asuransi. Klaim maksimal 500 juta untuk asuransumndan 300 juta untuk asuransi jiwa
dan asuransi jaminan sosial, selain itu harus dibata penyelesaian internal terlebih dahulu
tapi gagal.
Sengketa yang tidak dapat diselesaikan di BMAI adglenetapan harga premi, kebijakan
yang berhubungan dengan suku bunga dan biaya-lstayalar aktuaria, dan ketentuan yang

berlaku umum serta terhubung dengan tindak kriminal
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Administrator.www.bumiputera.comDiakses tanggal 18 Februari 2016.
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diakses pada tanggal 29 Februari 2016.
Polis Standar Kebakaran Indonesia

Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia
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RINGKASAN MATERI HUKUM ASURANS

1.

Lembaga Keuangan : Sutu Lembaga dimana bertugagk unenghimpun dana
(menarik dana) dari masyarakat dan mengembalikanrbék kpd masyarakat. Ada 2
bagian : Lembaga Keuangan Perbankan Lembaga Keu&luyaPerbankan
Pengaturan Asuransi BW, KUHD (Ps. 246 s/d 308) Utinidr 40 Th 2014 tentang
Usaha Perasuransian Keppres Rl No. 40 Th ttg UdaBadang Asuransi Kerugian
Keputusan Menteri Keuangan Rl No. 1249/KMK.013/1988 Ketentuan & Tata
Cara Pelaksanaaan Usaha di Bidang Asuransi Kerugf@nK RI No.
1250/KMK.013/1988 ttg Usaha Asuransi Jiwa.

Pengertian Asuransi Pasal 246 KUHD: Asuransi §pgrgungan ) : Suatu perjanjian,
dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepadearsg tertanggung, dengan
menerima suatu premi, untuk memberikan penggarkgpadanya karena suatu
kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungag yhmarapkan, yang mungkin
akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tag&re.

Asuransi (pertanggungan ) : Perjanjian dua pildgkigan nama pihak penanggung
mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan memaerpremi asuransi, utk
memberikan penggantian kepada tertanggung karemagie, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yg diharapkan, atau tanggawgb hukum kepada pihak
ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yamdpul dari suatu pembayaran
yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya sesggang dipertanggungkan (Ps
1 UU No. 40 tahun 2014).

Ciri-ciri Asuransi: Dibawah pengawasan Mentri Kegan Pembayaran berbentuk
Premier Objek Asuransi merupakan Resiko Murni Détedg “Perjanjian Diam-
diam*® dg jang. Wkt di tempat. (conth: Asuransi Tspartasi)

Tiga hal dim Asuransi Penanggung : pihak yang bgrimembayar jika peristiwa
pada unsur ke tiga terlaksana. Tertanggun g: pyaalg berjanji membayar uang
kepada pihak penanggung. Suatu peristiwa belur tk#n terjadi ( evenemen )
Unsur-unsur Psl 246 KUHD Adanya kepentingan (P€l g5268 KUHD) Adanya
peristiwa tak tentu Adanya kerugian

Perbedaan Asuransi dg Perjudian Thd perjudianfpdraa UU tdk memberikan
akibat hukum. Dari perjudian yg timbul adlh nafldi verbintenis , sdgkan dari
asuransi timbul suatu perikatan sempurna. Kepemtialam asuransi adalah karena

adanya peristiwa tak tentu itu utk tdk terjadi, ldar/sebelum ditutup perjanjian.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Sdgkan perjudian kepentingan atas peristiwa tdkuténo baru ada pd kedua belah
pihak dengan diadakannya perjudian/perj pertaruhan.

Syarat Syahnya Perj. Asuransi Diatur dalam Ps| 18@6iPdt Ditambah ketentuan
Psl 251 KUHD ttg pemberitahuan ( notification ), nyktertanggung wajib
memberitahukan kpd penanggung mengenai keadaark asygansi. Apabila lalai
maka pertanggungan menjdi batal.

Saat terjadinya Perj. Asuransi Asuransi bersifatskosual-perjanjian harus dibuat
tertulis dlam suatu akta yg disebut Polis (Psl 28t (1) jo 258 (1) KUHD)
Pembuktian adanya kata sepakat — polis belum addbuyddian dilakukan dg sgl
catatan, nota, surat perhitungan, telegram Pen@ukénji-janji dan syarat-syarat
khusus— harus tertulis dalam polis, jika janji-jemyarat2 khusus tidak tercantum dim
polis maka janji2 tsb diaggap tdk ada (batal).

Polis sebagai Bukti Tertulis Isi Polis (kecuali essi jiwa)/Psl 256 KUHD: Hari
pembuatan perjanjian asuransi Nama tertanggungjittgendiri atau utk org ketiga.
Uraian yg jelas mengenai benda obyek asuransi dump dipertanggungkan.
Bahaya2 yg ditanggung oleh penanggung. Saat bahala berjalan & berakhir yg
menjadi tanggungan penanggung. Premi asuransi Uyaisemua keadaan yg perlu
diketahui oleh penanggung & segala syarat yg dipgkian antara pihak-pihak. DIm
polis juga hrs dicantumkan isi polis dr berbagairassi yg diadakan lebih dahulu
(sebelumnya), dg ancaman batal jika tidak dicanam{Psl 271, 272, 280, 603, 606,
615 KUHD).

Jenis-jenis Polis Polis maskapai Polis bursa (Ardate & Rotterdam) Polis Lloyds
Polis perjalanan (voyage policy) Polis waktu (tipadicy)

Klausula dim Polis Klausula Premier Risque KlausAlaRisk (kecuali 276 & 249
KUHD). Klausula sudah mengetahui Klausula renumtigtenunciation) Klausula
from Particular Average (FPA) Klausula with PartasuAverage (WPA)

Asuransi utk Pihak Ketiga Harus dinyatakan dg tegd® polis, jika tidak
tertanggung dianggap telah diadakan utk dirinyadiserCara mengadakan asuransi
pihak ke 3: Pemberian kuasa umum (general autmipaPemberian kuasa khusus
(Special autorization) Tanpa Kuasa (without autdran)

Kewajiban Pemberitahuan dari Tertanggung Syaratrsya pertanggungan/asuransi
Setiap pemberitahuan yg keliru atau tdk benar, s&diap tdk memberitahukan hal-
hal yg diketahui oleh tertanggung walaupun dg dikbaik, shg seandainya

penanggung setelah dia mengetahui keadaan sebanbemga itu dia tdk akan
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

mengadakan asuransi, atau dg syarat2 yg demikignmengakibtkan batalnya
asuransi.

Pembatasan Tanggung Jawab Penanggung (Eksoneexsi) €endiri pada benda
pertanggungan Kesalahan tetanggung sendiri Eksoi@ngena pemberatan risiko
Obyek Asuransi Benda dan jasa, jiwa dan raga ké&sehmanusia, tanggung jawab
hukum, serta semua kepentingan yang dapat hilaisgky rugi dan atau berkurang
nilainya.

Pembagian Jenis Asuransi Asuransi Kerugian Asurdmsiah (sejumlah uang)
Asuransi Campuran

Jenis Asuransi Menurut Psl 247 KUHD antara laisuransi thd bahaya kebakaran.
Asuransi thd bahaya yg mengancam hasil pertanidrelygn dipaneni. Asuransi jiwa.
Asuransi thd bahaya di laut. Asuransi pengangkdéaiat & perairan darat.
Prinsip-Prinsip dim Asuransi Prinsip Kepentingandapat diasuransikan ( insurable
interest ) : hak subyektif yg mungkin akan lenyaguaberkurang krn peristiwa tdk
tentu. Prinsip Itikad Baik ( Utmost Goodfaith ) #8ip Keseimbangan ( Idemniteit
Principle ) Prinsip Subrograsi ( Subrogration Pphe ) Prinsip Sebab akibat (
Causaliteit Principle ) Prinsip Kontribusi Prindtpllow the Fortunes, berlaku bg re-
asuransi.

Prinsip Asuransi Insurable Interest (Kepentingandyg diasuransikan) Hak untuk
mengasuransikan yang timbul dari adanya hubungaanigan antara Tertanggung
dengan obyek pertanggungan, yang dilindungi huktau sah menurut hukum yang
berlaku .

Prinsip Asuransi Dari pengertian dan defmisi disatdapat dirinci elemen-elemen
atau unsur-unsur yang ada di dalam Insurable kiteéeediri dari 4 hal: Harus ada
Harta Benda, Hak, Kepentingan, Jiwa dan Raga beftan tanggungjawab hukum,
yang dapat diasuransikan. Benda, Jiwa Raga damBEdraggung Jawab Hukum itu
harus menjadi obyek pertanggungan atau obyek asufBertanggung harus berada
dalam suatu keadaan bahwa ia akan mendapat mapi@aila tidak teqadi apa-apa
atas obyek pertanggungan, tetapi akan mengalandénién kerugian keuangan
apabila obyek pertanggungan mengalami sesuatu atusitau peristiwva kerugian.
berarti Tertanggung harus mempunyai hubungan aégerktingan keuangan atas
obyek pertanggungan yang bersangkutan. Hubungankafzentingan Tertanggung
dengan obyek pertanggungan yang bersangkutan habwsigan yang sah menurut

hukum.
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23.

24,

25.

26.

27.

Prinsip Asuransi Ildemnity (Pengganti Kerugian ) it atau cara-cara dan sistem
yang diperlukan dalam proses penggantian kerugiage mempunyai berbagai
pennasalahan, terutama karena banyaknya jenis-jasisansi kerugian yang
dipasarkandi dalam masyarakat, untuk mengakomaaagjalihan risiko-risiko yang
dihadapinya. Merupakan salah satu Upaya untuk peladjian adanya itikad-itikad
buruk. Mencari atau memanfaatkan asuransi untulkatujmencari keuntungan
finansial, melalui manipulasi jumlah-jumlah pengg&erugian

Prinsip Asuransi Adapun metode atau cara pembajmmaggantian kerugian :
Pembayaran secara cash/tunai Dengan cara repdin Yyarbaikan-perbaikan
dilakukan oleh Perusahaan Asuransi. Dengan carasiR& yaitu membangun
kembali bangunan yang rusak akibat peristiva karugiPembangunan kembali
tersebut dilakukan oleh perusahaan asuransi. Deogian Replace yaitu pemilihan
atau penggantian dengan benda yang sejenis .

Prinsip Asuransi Utmost Good Faith (Prinsip Iktikaglbaik) Kewajiban positif yang
harus dilakukan dengan sukarela untuk mengungkapk&aiua fakta-fakta material
secara lengkapjelas dan benar mengenai risiko yakan dialihkan kepada
Penanggung, baik yang ditanyakan ataupun tidaksiprinipun menjelaskan risiko-
risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, sagpkrsyaratan dan kondisi
pertanggungan secara jelas serta teliti.

Prinsip Asuransi Kewajiban untuk memberikan faldktd penting tersebut berlaku:
Sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi adiblan sampai kontrak asuransi
selesai dibuat, yaitu pada saat kami menyetujuitrk@ntersebut. Pada saat
perpanjangan kontrak asuransi. Pada saat terjadbgiean pada kontrak asuransi dan
mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan peroharabahan itu. Tidak
menyembunyikan keterangan-keterangan yang jelas bdsrar yang dibutuhkan
masing-masing pihak.

Prinsip Asuransi Bila perjanjian asuransi diibaaatksuatu Bangunan, maka prinsip
Utmost Good Faith adalah fondasinya, artinya kafandasi tersebut tidak
dikonstruksi dengan baik, dikhawatirkan Bangunamjap@gan asuransi itu akan
ambruk atau gagal mencapai tujuannya. Dalam bebéekapus asuransi, masalah
prinsip Utmost Good Faith sering menjadi pokok pesatahan. Prinsip Utmost Good
Faith atau Prinsip Itikad Sangat Baik mengandunggpdian kedua belah pihak.
yaitu Tertanggung dan Penanggung. secara timbalk bahrus mendasari

kesepakatan/perjanjian asuransi dengan itikad tambgék. Artinya : Tidak
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28.

29.

30.

31.

menyembunyikan keterangan-keterangan yang jelas bdsrar yang dibutuhkan
masing-masing pihak.

Prinsip Asuransi Subrogation (subrogasi) Kerugiaangy dialami Tertanggung
merupakan akibat dari kesalahan pihak ke Ill (odamg. Menunjuk pasal 1365 KUH
Perdata, pihak ke 1l yang bersalah tersebut hamesnbayar ganti rugi kepada
Tertanggung, padahal Tertanggung juga mempuny& Rslransi. mekanisme atau
aplikasi subrogasi adalah, tertanggung harus mersdiah satu sumber penggantian
kerugian, dari Pihak ke Ill atau dari asuransi.akidboleh dari keduanya, (dapat
double dong) karena Tertanggung akan mendapatkaggpetian melampaui yang
semestinya (ini tidak sejalan dengan Prinsip Indgmn

Prinsip Asuransi Contribution (kontribusi) Pringig berkaitan dengan adanya lebih
dari 1 (satu) Polis yang memberikan proteksi asiratas obyek asuransi yang sama
milik Tertanggung. Contoh: Mr.XYZ mempunyai Mobiélsarga Rp.100.000.000,-
diasuransikan kepada Perusahaan asuransi A : R@OD0000,- dan juga a
Perusahaan mobil tersebut diasuransikan ke Pearsasaransi B Rp.100.000.000,-
Kalau Mobil tersebut hilang akibat pencurian, dengdanya Prinsip Kontribusi ini,
Tertanggung tidak mungkin mendapatkan penggantipn 200.000.000,- (dari A
Rp.100.000.000,- + Rp.100.000.000,- dari asurapsi B

Prinsip Asuransi Apabila terjadi jaminan asuranartel Benda oleh lebih dari 1 (satu)
Perusahaan Asuransi yang masing-masing mengeluBanAsuransi dengan Harta
Pertanggungan yang sama sebesar Nilai/Harga sedralaByang menjadi obyek
pertanggungan, Perusahaan Asuransi hanya wajib ayarkan ganti rugi secara Pro
Rata sesuai dengan tanggung jawab menurut perlg@amdiryang seimbang.
Tertanggung tidak mungkin mendapatkan penggantgingkan dari masing-masing
Perusahaan Asuransi secara penuh, sehingga melakgragian yang sebenamya
hal ini melanggar pelaksanaan Prinsip Indemnity.

Prinsip Asuransi Proximate Cause ( Prinsip Penydiaien/Dominan) Prinsip ini
berkaitan erat dengan masalah terjadinya perigtevestiva (perils) yang dapat
menimbulkan kerugian-kerugian keuangan bagi tegang. Penggantian kerugian
oleh Perusahaan Asuransi hanya akan dibayarkanlapabistiwa yang efisien atau
dominan menimbulkan kerugian itu termasuk dalaminam Polls Asuransi yang

bersangkutan
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Perbedaan Asuransi Kerugian dan Asuransi Jumlaha Raihak Hal yg
dipertanggungkan Prestasi penanggung Kepentingas Asdemnitas Evenemen
(peristiwa tdk menentu)

Jenis Usaha Perasuransian Usaha Asuransi Kergagsandlm penanggulangan risiko
atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggungbalak kpd pihak ketiga, yg
timbul dr peristiwa tdk pasti. Usaha Asuransi Jij@sa dalam penanggulangan risiko
yg dikaitkan dg hidup/matinya seseorang yg dipgdangkan. Usaha Reasuransi yg
memberikan jasa dalam pertanggungan ulang thdrigikdihadapi oleh Perusahaan
Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Jiwa.

Jenis Usaha Penunjang Asuransi Usaha Pialang Asutdsaha Pialang Reasuransi.
Usaha Penilaian Kerugian Asuransi. Usaha Konsultuaria. Usaha Agen
Asuransi.

Jenis Usaha Penunjang Asuransi Usaha Pialang Asuran

Jenis Usaha Penunjang Asuransi Perantara Murnlaf@i@roker) Bekerja Atas
Suatu Perusahaan. Perantara dim Jabatan di SungbalRegabat Berwenang. Hasil di
dpt atas pekerjaan tdk hanya Upah & Gaji melainkaentif & komisi. Perantara tdk
Murni Bekerja Atas Nama Sendiri. DIm Jabatan tdkSdimpah dan melakukan
pekerjaan atas nama sendiri. Hasil pekerjaan haw@yalapat komisi.

Jenis Usaha Penunjang Asuransi Usaha Pialang ReasWwsaha Usaha Penilaian
Kerugian Asuransi. Usaha yg memberikan Jasa panildidp kerugian pada objek
Asuransi yg di pertanggungkan.

Jenis Usaha Penunjang Asuransi Usaha KonsultanaA&tlWsaha yg memberikan
Jasa konsultan aktuaria/perasuransi. Usaha AgeradsiuJsaha yg memberikan Jasa
perantara dim rangka pemasaran Jasa Asuransi datuétas nama penanggung.
Bentuk Hukum Usaha Asuransi Perusahaan Perserease(B). Koperasi. Perseroan
Terbatas. Usaha Bersama (Mutual) Catatan : Usatsukan atuaria & agen asuransi
dpt dilakukan oleh perusahaan perorangan.

Kepemilikan Perusahaan Perasuransian Perusahaaan8shanya dapat didirikan
oleh: WNI dan atau badan hukum Indonesia yg sepsr@uldimiliki WNI dan atau
BH Indonesia. Perusahaan perasuransian yg penalisbgmn angka 1 di atas, dg
perusahaan perasuransian yg tunduk pd hk asing.

Perijinan Usaha Asuransi Setiap usaha perasuransipin mdpt izin usaha Menteri
Keuangan, kecuali bagi perusahaan yg menyelenggafdkogram Asuransi Sosial.

Pemberian ijin harus dipenuhi persyaratan: Anggagtasar. Susunan organisasi
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42.

43.

44,

45.

46.

Permodalan. Kepemilikan. Keahlian di bidang perassian. Kelayakan rencana
kerja. Hal-hal lain yg diperlukan utk mendukungtperbuhan usaha peransuransian
secara sehat.

Pembinaan & Pengawasan Usaha Perasuransian mdfipséhatan Keuangan (batas
tingkat solvabilitas, retensi sendiri, reasuransiyestasi, cadangan teknis dan
ketentuan lain yg berhubungan dg kesehatan keuarfgamyelenggaraan usaha
asuransi (syarat2 Polis, tingkat premi, penyeles&iaim, persyaratan kehlian di
bidang persuransian, ktt-an lain yg berhubungapesiyeleggaraan usaha.

Kejahatan Perasuransian Menjalankan usaha peras@amatanpa ijin Penggelapan
premi asuransi Penggelapan kekayaan perusahaaansisiPenerima, penadah,
pembeli, penjual kembali, pengagun kekayaan peaasahsuransi hasil penggelapan
Pemalsuan dokumen perusahaan asuransi Tindak pydadiéakukan oleh atau atas
nama nama badan hukum/bukan BH.

Kepailitan & Likuidasi Perusahaan Asuransi Ment€guangan dapat memintakan
kepada pengadilan agar perusahaan ybs dinyatakign lpak pemegang Polis atas
pembagian harta perusahaan asuransi yg dilikudasipakan hak utama.

Tuntutan Keperdataan Terhadap perusahaan perasurayg tdk memenuhi
ketentuan UU No. 2 Th 1992 dan peraturan pelaksayaasehingga merugikan
pihak lain dimungkinkan utk dituntut secara perdatpaya mengganti kerugian.
Manfaat Asuransi dr Tanggungan: Memberikan Rasa mM&aPerlindungan. Shg
Tabungan & Pendapatan lain. Alat Penyebaran ReSikg.Pendistribusian biaya &
Manfaat yg Lebih Adil.
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1.

3.

AN AR ANAE

Apakah perjanjian asuransi sama dengan perjangajaminan dan investasi?

Jawab : Tidak, perjanjian asuransi atau perjanpantanggungan memiliki arti
mengalihkan risiko kepada pihak lain, sehingga lpitexsebut akan terbebas dari
risiko, sedangkan perjanjian penjaminan adalatappgan pembagian risiko, sehingga
pihak tersebut tidak terbebas dari risiko, akampietpabila pihak tersebut tidak
mampu untuk menanggung risiko tersebut, maka dugkpain yang akan membantu
menggungnya.

Perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggung&arbmerupakan investasi, sebab
perjanjian asuransi memiliki tujuan untuk mengadihkrisiko bukan mengharapkan
keuntungan akan tetapi investasi memiliki tujuatukiiMendapatkan keuntungan.
Asuransi yang juga memiliki sifat investasi untaknarik minat sebenarnya memilki
dua macam perjanjian, yaitu perjanjian asuransu gartanggungan itu sendiri
dengan perjanjian investasi.

Perusahaan asuransi tidak dapat melakukan kegiataestasi, yang dapat
dilakukannya adalah menjadi agen dari perusahaag lyargerak di bidang investasi
dengan mendapatkan sejumlah fee.

Kapan dimulainya perjanjian asuransi atau pertanggo?

Jawab : Pasal 257 KUHD menyatakan bahwa perjaagamansi dimulai ketika hal
itu diadakan (kesepakatan) meskipun belum ada panmge polis. Akan tetapi
kesepakatan juga harus diikuti dengan pembayaramiprPasal 246 KUHD
menyatakan bahwa pengikatan penanggung terhadtanggung diikuti dengan
pembayaran premi. Berapa kali pembayaran premi odgtanggung, biasanya
ditentukan dalam polis.

Apakah yang dimaksud dengan asas kepentingan daritiaad baik?

Jawab : Pasal 250 KUHD menyatakan tertanggung haremiliki kepentingan
dengan obyek asuransi, apabila hubungan kepentihgdnlang, maka tertanggung
tidak dapat lagi merasakan manfaat perjanjian asuyraebab tertanggung tidak
memilki hak terhadap obyek kepentingan mengikutiatia obyek itu berada (Pasal
263 KUHD)
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Asas itikad baik diatur di dalam Pasal 251 KUHDhisgga apabila tertanggung
menyembunyikan mengenai sesuatu hal, maka akaradikau perjanjian asuransi
menjadi batal. (biasanya asas ini tertulis di dgbentis)

. Apakah diperbolehkan melakukan perjanjian asurlabgh dari satu?

Jawab : Pasal 252 KUHD menyatakan, tidak bolerkdKan perjanjian kedua untuk
obyek yang sama dan bahaya yang sama. Akan tgtapila perjanjian tersebut
dilakukan pada waktu yang berbeda, maka hal tetsdiperbolehkan. Hal ini
dikarenakan, manakala terjadi evenemen yang merkiéikajiban adalah perjanjian
asuransi dengan waktu yang lebih dahulu, apabifdi deerugian tersebut dirasa
kurang atau tidak cukup, maka baru perjanjian asilkeedua akan memberikan ganti
kerugian sisa dari perjanjian yang pertama. (asiirangkap)

. Apakah diperbolehkan melakukan perjanjian asungadelepon?

Jawab : Perjanjian asuransi ada ketika ada kesgpakian kewajiban penanggung
dan tertanggung dimulai ketika pembayaran premakdikan, sehingga ketika
kesepakatan tersebut telah terjadi melalui teledtan tetapi pembayaran premi
belum dilakukan, maka belum dapat dikatakan tedghdi perjanjian asuransi.

Pasal 258 KUHD juga mengharuskan adanya bukti gdaanuwang tertulis, sehingga
percakapan lisan via telepon, meskipun direkanktakgpat dijadikan bukti apabila
tidak ada bukti permulaan yang bentuknya tertulis.

. Ada berapa macam perjanjian asuransi?Apakah semukeatyir di dalam KUHD?
Menurut pengelolanya ada perjanjian asuransi s@galg dikelola oleh pemerintah)
dan asuransi komersial yang dikelola oleh swasta.

Sedangkan menurut macamnya ada asuransi kerugiag, menghilangkan risiko
kerugian, asuransi jiwa, yang obyeknya adalah geseorang, dan asuransi tanggung
gugat, yaitu pengalihan risiko atas kewajiban pgmtsn ganti kerugian terhadap
pihak ketiga.

Perjanjian asuransi jiwa, perjanjian asuransi k@rugkerugian atas hasil panen,
kebakaran, pengangkutan laut, pengangkutan bamagip dan pengangkutan orang
yang diatur), sedangkan perjanjian asuransi kemudgeandaraan bermotor dan
perjanjian asuransi tanggung gugat tidak diatuinggfa aturan hukum yang dapat
dipakai di dalam KUHD adalah aturan asuransi seamam.

. Apakah premi akan tidak kembali, manakala terj&thpatalan perjanjian?

Pasal 281 KUHD, premi akan kembali apabila tertanggtelah bertindak dengan
itikad baik.
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Adhesif
All Risk

GLOSARIUN

: Standar

: Semua Resiko

Badan Hukum : Subyek Hukum

Contribution

Deviden

: Memberikan hasil

: Keuntungan

Dinamis Risk : Resiko Dinamis

Eksonerasi

Evenemen

: Pembatasan

: Peristiwa Tidak Pasti

Freefrom Particular

Average
Glide
Goede trouw
Hak

Indemnity
Industri
Insurable
Interest

Investor
Kargo
Kecakapan

Kesepakatan

Klaim
Klausula
Kreditor

Konsensual
Kurs
Maskapai

Mekani sasi

: Bebas ganti rugi

: Perkumpulan

. Itikad baik (Belanda)

: Sesuatu yang dimiliki oleh

manusia

: Keseimbangan

: Perdagangan

: Kepentingan yang

dipertanggungkan

: Penanam Modal

: Muatan

: Sesuai Batas Umur

: Persetujuan

: Tagihan
. Isi pasal dalam perjanjian
: Pihak yang memberi

Utang

: Kesepakatan

: Nilai Mata Uang
: Penerbangan

: Serba mesin

Mokunitas

Nasionalisasi : Mengalihkan kepemilikan

Obyek
Obyektif

Parlemen

Penanggung

Perjanjian

Persekutuan

: Kumpulan

asing menjadi milik

Indonesia

: Yang dikenai

: Pandangan masyarakat

. Partai
: Perusahaan asuransi
. Kesepakatan

: Beberapa orang

Perseorangan : Satu Orang

Pertanggungan: Perjanjian pertanggungan

Polis

Premi
Premier
Risque
Proximste
Cause

Pure Risk
Reasuransi
Reformasi

Resiko

Restorno

Revolusi

Riot
Speculative
Risk

Solvabilitas

: Perjanjian asuransi

: Pembayaran asuransi

: Semua syarat dipenuhi

: Sebab Akibat

: Resiko murni

: Asuransi ulang

: Perubahan

. Ketidakpastian yang

menimbulkan kerugian

: Pengembalian dana

: Perubahan yang terjadi

secara besar-besarnya

: Kerusuhan

: Resiko Spekulatif
: Rangkap
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SatiesRisk : Resiko Statis Utmost Good

Strike : Pemogokan Faith . Itikad baik

Subyek : Pelaku Verzekeraar : Penanggung
Subyektif : Pandangan seseorang Verzekerde : Tertanggung
Sosial : Masyarakat Waris : Peninggalan

Tertanggung : Pihak yang mengalihkan
resiko

Total Loss  : Total Kerugian
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